
  

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 

Menimbang: 

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU. 

NOMOR: 8 /KPN.WS-U3/SK.OT.1.2/1/2024 

TENTANG 

TATA CARA PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri 
Kuala Tungkal yang membangun Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi dan Wlayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani; 

b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana 
dimakeud pada huruf a, maka perlu ditetapkan tata cara 
pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas-tugas di 
lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal; 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 
tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo : 20 tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomo : 31 
‘Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang-ndang RI Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

4. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang 
Peruabahan kedua atau Undang-Undang RI Nomor : 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA 
TUNGKAL TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN 
GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA 
TUNGKAL. 

Tata cara / Petunjuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi 
di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 
sebagaimana terlampir (pedoman pengendalian gratifikasi 
dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia). 

KEDUA..  



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

  

Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan 
pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 
dalam mengenal, mencegah dan mengatasi gratifikasi dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

  

Atasan langsung pejabat dan pegawai wajib melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan 
perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku. 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
Pada tanggal 03 Januari 2024 

h Gales PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, 

  

Sec



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 
NoMoR =: 4 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/1/2024 
TANGGAL : 03 JANUARI 2024 

TATA CARA / PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL 

(terlampir) 

LT /KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL, 
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS] 

PEDOMAN 
PENGENDALIAN GRATIFIKASL



VU
 

KATA SANBUTAN 
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS! 

Gratifkasi merupakan pemberian dalam arti ivas. Pengaturan dan penysbutan gratiikasi 
secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Penubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidena Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawal negeri 
atau panyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang 
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan lugas alau kewajiban penerima. Jika 
‘gratiikasi yang dianggap pemberian suap tersebul tidak dilaporkan pada KPK, maka lerdapat 
resika pelanggaran hukum baik pada ranah administralif alaupun pidana, 
‘Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gralifkasi. Di satu sisi, Pasa! 128 UU 
Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi tain Pasal 12C UU Tipikor justru 
memberkkan ruang bag! pegawai negeri atau penyelenggara Negara untuk lepas dari jerat 
hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan 
penerimaan pada KPK paling lambal 30 (liga puiuh) hari keja lerhitung sejak gratifiasi 
diterima. Oleh karena itu, jika diihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, kelentuan 
‘fentang gratifkasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus. yang tidak hanya dari 
aspek penindakan, akan letapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat. 
Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu: 

1. Pengendalian lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan 
seklor swasta melalui pelaporan graiifkasi dan pencegahan korupsi, 

2. Mancegah adanya konfik kepentingan dalam peleksanaan tugas pelayanen publ 
alau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara Negara, 

3. Membangun budaya transparansi, akuntabillas dan integrttas; 
4. Perlindungan hukum tethadap pelapor, dan, 
5. Pemetaan area rawan gratifkxasi untuk kepentingan pencegahan korupsi. 

‘Akan tetapi, dalam praklek, seringkali ditemukan upaya pembenaran lerhadap penerimaan 
gratifkasi. Berkembangnya adagium “tidak boleh menolak rejeki” semakin memperkual 
kebiasaan tersebut hingga nyaris menjadi perilaku keseharian, temasuk dalam pelayanan 
publk di masyarakat. Sehingga dikenal berbagai isliich seperti “wang terimakasih’, "vang 
felan’, ‘blaya kop" atau istlah fain yang minip. Pembenaran menggunakan alasan kebiasaan, 
adat Istladat, dan bahkan perayaan agama juga tidak jarang mengemuka. Mengacu pada data 
Global Corruption Barometer (GCB) Tahun 2013 yang diris Transparency International, untuk 
mendapatken pelayanen publik 71% responden mengatakan mengeluarkan “uang pelicin” 
‘agar dapat mengakses pelayanan pubik. Empat latar belakang utama pembayaran uang 
Pelicin tersebut adalah: satu-satunya cara mendapatkan pelayanan (11%); mempercepat 
Pengurusan (71%); mendapatkan pelayanan leblh murah (6%); sebagal hadiah atau ucapan 
terima kasih (13%). 
Dari sudut pandang pelaku usaha atau pihak swasta, ragam sebutan gralifkasi tersebut 
sesungguhnya diihat sebagai biaya tambahan, yang memicu fenomena ekonomi biaya tinggi. 
Hal ini terjadi hampir di semua ruang gerak relaku swasta yang bersinggungan dengan gas 
dan fungsi institusi pemerintah. Blaya tambahan sepert ini tentu saja berimplikasi pada harga 
sebuah produk hingga sampai di tangan Konsumen. Dengan kata lain, masyarakatlah sebagal 
konsumen akhir yang menanggung “biaya gelap”. 
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‘Terdapat juga keragaman pemahaman tentang graiifikasi, Ada yang memahami gralifikasi 
identk dengan sesuatu yang selalu salah, a-moral dan bahkan menyamakan gratifikast 
dengan suap. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 128 UU Tipikor, kala graliikasi 
sesungguhnya bermakna netral, yaltu: pemiberian dalam arti luas yang dapat barbeniuk vang, 
barang atau fasilitas lainnya. Gratifkast menjadi sesuatu yang tertarang ketika pihak ponerima 
allalah pegawai negeri slaw penyelenggara Negara, peneriinaan berhubungan dengan 
Jabatan dan berlawanan dengan tugas can kewajiban penerima, Gratiikasi tulah yang disebut 
pada Pasal 128 ayal (1) UU Tipikor sebagai “gralifkasi yang dianggap pemberian sua” 

   

  

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini bertyjuan untuk meningkatkan pemanaman tentang 
gratiikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek penceganan dan penindakan, sarta 
pengenatan Sisiem Pengendalian Gratifiasi. Sehingga, keberadaan Pedaman ini diharapkan 
dapat membantu kemenlerianflembaga dan pemerintsh daerah untuk menyusun aturan 
internal dan menetapkan sistem pengendalian gratifkasi, termasuk diantarenya enyusun 
regulasi internal dan membentuk Unit Pengendali Gratiicasi (UPG). 

  

Bagi institusi pejabat pudlik dan sekter swasta, juga dimungkinkan membentuk unit khusus: 

untuk menjelankan fungsi pengendalian gratifikasi. Perkembangan pengaturan subjek hukum 

dalam tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu Pejabat Publik 

{public offfciaf) menunjukkan pentingnya tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendafian 

gratifikasi di institusi pejabat publik. Demikian juga sektor swasta. Posisi pelaku usaha yang 
potensial sebagai pihak pemberi gratifikasi dan kewajiban menjalankan prinsip-prinsip good” 
corporate govemance (GCG) yang telah mulai dilerapkan ai sejumiah korporasi Sesar 
menunjukkan urgensi pengaluran pengendatian aratifikasi di sektor swasta ltersebut. 

      

Oleh Karena itu, KPK menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifkasi yang secara umum 
berisikan: 

Prinsip-ptinsip Pengendelian Gratiikasi, 
Pengaturan gratifkasi dalam perspektif pemberantasan korupsi; 
Penolakan dan pelaporan gratifkasi, 
Uraian gratiikasi yang wajb diteporkan, tidak wajib dilaporkan dan terkait kedinasany, 
Balasan nilai wajar dan persinggungan kelenluan gratifixesi dengan kegiatan 
keagamaan, butlaya, adatiistiadal, kebiasaan dan kondisi khusus seperti 
musioatvbencana alam; 
Mekanisme pelaporan gratifkasi pada KPK atau melalui UPG; 
Pengendatian gratifikasi pada institusi pefabat public, 
Peran serta masyarakat dan swasia; dan, 
Perlingungan terhadap pelapor. 

Jakesta, Juni 2015 
Pimpinan KPK 

Pedamon Pengendalian Grotifixasi



  

KATA SAMBUTAN... 
KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
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PENDAHULUAN .. 
AL Aspek Yuri 
B. Aspek Sosiologis 
CC. Prinsip-prinsip Dalam Pengendialian Gratifikasi - : 
PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF PEMEERANTASAN KORUPS!. 
A. Definisi Gratifizasi Menurut Fasal 128 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindok 
Pidana Korupsi 
1, Detinisigratifiast 
2, Maka Pasal 128 jo Pasal 120 once 

8, Gratifikasi dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 

  

  

  

1. Pelaparan gratifikasi sebagal sarana pencegahan atas terjadinya suap. 16 
2. Peloporan gratifikasi sebagai faslitas perlindungan bagi pegawai negeri/penyelenggara 

negara... A?     
3. Pelaporan gratifiksi sevaga sistem deteks! dalam rangka pembanganan dan 

pengendalian lingkungan berintegritas, : _ a7 
.. Gratfkas dalam Perspektif Penindskan Tindak Pidana Kor ups. 18 

1. Aturan gratifikasi dibentuk untuk memberantas praktik gratifikes| yang dianggap sebagai 
   

   

    

   

  

   

      

akar korupsi. 18 
2. Implementasi dari delik gratifkasi yang dianggap suap di Indonesia, 18 
3. Ancaman pemidanaan bagi pember| gratifikas 2     

PENOLAKAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI...... 
‘A. Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Kesempatan Pertama. 
BL Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikas! yang Dianggap Suap 
GRATIFIKASI DALAM PRAKTIK.. 
A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkar 
B,  Gratifikas! yang Tidak Walib Dilaporkan. 
¢. Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan 
(MEKANISME FELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASL. 
MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI BAGI PEGAWAI NEGERI/PENYELENGGARA NEGARA, 
A Pelaporan Gratifikasi Melepaskan Ancaman Hukuman terhadop Pencrima... 
8, Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan 
C.Cerminan integritas individu. 
D._ Seffassessment bagi Pegawai Neger/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan Penerimean 

Gratifikas.. 32 
SISTEM PENGENDAUAN GRATIFIKASI 
‘A Pembangunan Sistem Pengendalian Gratifikasi. 
& Dasar Hukum 
C._ Perangkot Sistem Pengendalian Gratifikas 

1. Aturan etika memberi dan menerima gratifikas 
2. Pelaksana fungsi pengendatian gratiikat... 

2a 

  

  

    

        

32 
33 

     

      

33 
33 
34 
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Vill, PEIABAT PUBLIK DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI....... 
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x. 
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3. Komitmen Pimpinat arene 
4, Pelaksanaan diseminasi aturan etika gratia. ’ 
5. Monitor dan evalua ataspelaksanaan Sistem Pengendalian Gratflas.. 

D.  Manfaat Sistem Pengendalian Gratifika 
E._ilustrasi Management Tools. 

  

  
PERAN MASYARAKAT DAN KORPORASI DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKAS! 
‘A. Definis! Masyarakat dan Yorporasl 
8. DefinisiKorporasi dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
C. Surat Edaran KPK kepada Sektar Swasta, 
D._Bentuk Nyata Peran Masyarakat.. 

1. Menolak permintaan gratifikas! dari pegawal negerl/penyelenggara nega: 
2, Tidak memberikan gratifkasi.. 

E.Bentuk Nyata Peran Korparasi 
3. Menyusun standar etika untuk internal &sektoral 
2. Membentuk Unit Pengendalian Gratifikas. 
3. Melaporkan upaya permintaan yang cihtadapi swasta 
Manfaat Bagi Masyarakat. 
1. Layanan yang bebas pungutan... 
2. Harga komoditas lebih terjangkau, 

G. Manfoot Swaste/Korporasi 
11, Menurunkan biaya operasional... 
2. Meningkatkan kepercayaan investor/mitrefeonsumen. 
3. Meminimalisasi potensi kecurangan (fraud). 

PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR GRATIFIKASI 
PENUTUP, 
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1, PENDAHULUAN 
  

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Poraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi 
(Peraturan KPK 02/2014). Peraturan tersebut disusun untuk mengefektitkan tugas Pencegahan Korups! sebagaimana cimaksud pada Pasal 6 huruf d, yang kemudian diuraican 
lebih jeuh pada Pasal 13 hurul b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang mengatur tentang kewenangan menerima dan 
menetapkan slalus gralifikasi. 

Dengan tujuan untuk memperjelas makna dan implementasi pengendalian gralifkasi bagi 
pegawai negerifpenyelenggara negara, maka Buku Pecoman ini disusun, Pasal 16 Peraturan 
KPK 02/2014 lersebut mengatur “Pedomar terkeit triple rajinan Petaparan 
Gralifikasi diatur daiaa Pedoman Pengendalian Gratitkasi yang ditebitkan ole KPK”. Oleh 
karena itu, buku ini dapat cijacikan pedaman oleh instansi atau lembaga dalan penerapan 
istem pengendalian gralifkasi baik bagi pegawai negeri/penyelenggara negara maupun 

pejabat publik dalam menerapkan Pasal 128 dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubzhen tas Undeng-undang Nomor 31 Tehun 1898 tentang 
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 10 dan 17 UU KPK, 

     

    

A. Aspek Yuridis 

Terminologi Gratifikasi baru dikenal datam ranah hukum gidana Indonesia sejak tahun 2001 
melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan ates Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun #989 tentang Pemberantasan Tindak Pidena Korupsi. Pade Pasal 128 dan 
12C Undang-Undang Pemberantasan Tindax Pidana Korupsi tersebut distur mengenal cells 
gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeripenyelenggera negara yang 
menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang 
diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap susp dan tidak melaporkannya pada KPK dalam 
Jangka waktu paling lama 30 hari kerja, 

  

Namun sesungguhnya, aluran yang melerang penerimaan dalam benluk apapun telah ada 
jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan, Larangan 
lersebut secara terperinci telah distur dalam Keputusan Presiden Nomar 47 Tahun 1992 
fentang Petubshen alas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1974 tentang Beberapa 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara daa 
Kesederhanaan Hidup, Khususoya Pasel 7 dan 8. 

  

Pada scat gralifkesi dirumuskan melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Karupsi, KPK belum ada. Barulah kemudian pada Undang-Undang Nomar 30 Tahun 
2002 ditentuklan KPK dan untuk semakin memperjelas kelembagaan penanganan leporan 
gratitkasi, dibentuslah direktorat khusus yang menangani penegakan pasal gratitkasi. Pada 
Pasal 26 junto Pasal 13 UU KPK dibentuk Subbidang Gratitikasi yang berada paca Deputl 
Pencegahan. 
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B. Aspek Sosiologis 
Praklik memberi dan menerima hadiah sesungguhnya merupakan hal yang wajar dalam 
hubungan kemasyarakatan. Praktik lersebut diiakukan mulai dari peristiwa alamiah seperti 
kelahiran, sakit, dan kematian; penyelenggaraan atau perayaan dalam momentum tertentu 
seperti agigah, potong gigi, sunalan, ulang tahun dan perkawinan. Dalam Konteks adat- 
Istiadat, proktik pemberian bahkan lebih bervariasi. Apalagi Indonesia hidup dengan 
keberagaman suku bangsa dengan segala adatstiadatnya. Dalam banyak suku bangsa 
tersebut juga terdapat keberagaman praktik memberi dan menerima hadiah dengan segala 
latar belakang sosial dan sejarahnya, 

Syed Hussein Alatas memotret pemberian hadiah lersebut dalam bukunya Korupsi, Sifat, 
Sebab dan Fungsi (Jakarta, LP3ES; 1987). Menurutnya, praktik pemberian hadiah tidak serta 
merta dapat dipandang sebagal laklor penyebab Korupsi. Hal seperti itu telah hidup cukup 
lama, tidak saja di Indonesia dan negara-negara Asia namun juga negara-negara barat. Akan 
telapi, praktk yang bersumber dari pranata tradisional tersebut Kemudian ditunggangl 
kepentingan di Ivar aspek hubungan emosional pribadi dan sosial kemasyarakatan. 

‘Thamtin Amal Tamagola (2009) juga memandang hadiah sebagai sesuatu yang tidak saja 
lumrah dalam setiap masyarakat, telapi juga berperan sangat penting sebagai ‘kohesi 
sosta dalam suatu masyarakat maupun antar-masyarakatimarga/puak bahkan antar 
bangsa. Senada dengan itu, Kastorius Sinaga (2009) memberikan perspektif sosiologis 
mengenai gratifkasi yang mengungkapkan bahwa konseps! gratifkas! bersfat luas dan 
elementer di dalam kehidupan kemasyarakatan. Jika member dan menerima hadiah 
ditempatkan dalam konteks hubungan sosial maka praktek tersebut bersifat netral. Akan 
{etapi, jika terdapat hubungan kekuesaan, makna gralifikasi menjadi tidak netral kag 

Dalam buku yang fain, Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajehen dengan Data Kontemporer, 
SH Alatas menulis: 

“Hal menanik yang diperbuat di sini adalah perbedeen anlara kesewenang-wenangan 
ddan praktak yang leyek deni praneta tradisiona! pemberian hadish. Bite pembedean ini 
ssudah diperbust, tidak sult membayengkan bagaimana korups! menjalar. Akan tetap!, 
‘kita harus mengkaji makna kebfasaan peniborian scbagai suatu sumber koscwonang- 
werangan dalan jaringan kausal korupsi, mengingat taka bahwa praktek-praktek lei 
‘yang diseiujui cleh masyarakal lelai djangkil oleh korupsi”(Alatas, 1983: 56). 

  

  Lebih jauh, Alatas membagi 7 tipologi korupsi, yaitu: korupsi transaktif, korupsi yang 
memeras, korupsi invensif, korupsi perkerabatan, Korupsi defensif, korupsi otogenik, dan 
Korupsi dukungan. Terkalt dengan prokik pemberion hadigh dalam relasi kuas2 seperti 
dijeiaskan di atas, tipologh Korupsi invensif merupakan bentuk yang menunjukkan adanya 
hubungan antara pemberian dengan kekuasaan yang dimiiki penerima. Dijelaskan, korupsi 
invensif adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan 
{ertentu, selain keuntungan yang akan diperolah di masa akan datang 

    

Poin penting yang dapat dipahami dari pandangan sejumlah ahli di atas adatah, bahwa 
memang praktik penerimaan hadiah merupakan sesualu yang wajar dari sudut pandang relasi 
ribadi, sostal dan adat-istiadat, akan telapi, ketika hal tersebut dijangkiti kepentingan lain 
dalam relasi kuasa maka cara pandang gratifkasi adalah netral tidak bisa dipertahankan. Hal 
ltulah yang disebut dalam Pasal 12B sebagai gralifikasi yang dianggap suap, yaitu gratiikasi 
yang terkatt dengan Jabatan dan bertentangan dengan Kewajiban atau tugas penerima, Dalam 
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konleks Pasa 126 ini, juan dari gralifkasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi 
adalah untuk mangharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan 
pegawai negeripenyelenggara negara akan melakukan sesualu yang bertentangan dengan 
kewenangannya, demi kepentingan si pernberi tersebut. 

  

€. Prinsip-prinsip Dalam Pengendalian Gratifikasi 

Pengendaiian gratifikasi merupakan serangkaian Kegialan yang derlujuan untuk 
mengendalikan penerimaan gratiikasi melalui peningkstan pemahaman dan kesadaran 
pelaporan gratificasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. 
Dalam menjalanken kegiatan pengendalian gratitkasi, terdapat sejumiah prnsip-prinsip 
utama, yaitu: 

1. Transparansi; 
2. Akuntabiitas; 
3. Kepastion Hukum 
4. Kemanfaatan; 
5. Kepentingan Umum: 
6. Indapendensi; dan 
7. Perfindungan bagi Petapor. 

  

  

penjeiasan da 

  

nasing-nasing 

  

pengendalian graiifikast 

1. Prinsip Transparansi 

Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme oelaporan atas penerimaan 
graiifkasi kepada KPK. Mekarisme pelaporan tersebut merupakan sarana bagi 
pegawai negeripenyelenggara negara untuk menguji dan menjemin keabsahan 
Penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selsku 
pegawal negeriipenyelenggara negara, 

Akan \elepi, prinsip ini tidek sera merta meloket pads sutigp tahwpan pelapersin 
penerimaan gratiikasi oleh pegawai negeripenyetenggara negara. Ketika pelaporan 
tersebut masuk ke dalam proses penanganan penetapan statusnya oleh KPK, make 
prinsip keterbukaan dapat dikesempingkan dengan memandang kepentingan yang 
lebih besar, yaitu perindungan bagi pelapor gratifkasi 

  

Prinsip Akuntabilites 

Prinsip akuntabilites mengacu pada pelapor grailfikasi dan KPK sebagai lembaga 
Negara yang diberikan tugas dan wewerang olch undang-undang untuk menerima 
Isporan gratifikasi. Kepada pelapor gratifikasi, prinsip akuntabilitas ciimpiementasikan, 
sebagai bentuk kewajiban dari pegawal negerlpenyelenggara negara yang telah 
Giberikan amanah untuk menjatankan tugas dan kewenangan dalam jabatan yang 
diembannya, untuk tidak menerima pemberian dalam benluk apapun lerkail denget 
jabatannya dan melaporkan pada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikast 
yang dianagap suap. 

  

   

Qemikian juga dengan prinsip akuntabililas yang juga melekat pada KPK yang 
menjatankan tugas untuk menerima hingga menetapkan status kepemilkan 
gralifikasi, KPK mempunyai kewajiben untuk menentukan stalus kepemilixan 
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gratifkasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Kegialan dan hasil yang dilakukan 
oleh KPK dipertanggungjawabkan kepada masyarakal atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulalan tertinggi. 

Prinsip Kepastian Hukum 

  

Prinsip inl berarti, sesuai dengan konsepsi indonesia sebagai Negara hukum maka 
KPK dalam menjalankan tugasnya mengutamiakan landasan peraturan perundang- 
undangan, kepatutan dan aspek keadilan, Proses penerimaan laporan, pencarian 
informasi, telaatvanalisis dan penetapan status kepemiikan gralifkasi diiekukan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada pihak pelapor 
gratiikasi, penelapan status kepemiikan gralifikasi yang disampaikan oleh KPK 
memberikan kepastian hukum terkalt hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikas! 
yang diterima, 

Prinsip Kemanfeatan 

Prinsip ini mengacu pada @spek pemanfaatan barang gralifkasi yang telah 
ditetapkan menjadi milk Negara untuk sebesar-besamya _kepentingan 
Negara. Sedangkan graliikasi lain yang tidak dianggap suap namun terkail dengan 
kedinasan, kemanfaatan patut diarahkan pada kemanfaatan oleh institusi dan 
kemanfoaten bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam kendisi tertentu 
gratiikas! yang tidak dlanggap suap namun terkait dengan kedinasan dapat 
<disumbangkan pada pant! asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan. 

  

Prinsip Kepentingan Umum, 

Prinsip Kepentingan Umum merupakan perwujudan dari implementasi konsep rakyat 
sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambit dalam 
penyelenggaraan Negara diarehkan untuk sebesar-besamya bagi kepentingan 
rakyat. Prinsip ini juga menekankan pada sikep untuk mendahuluken kepentingan 
masyarakat banyak dibanding kepanlingan pribadi. Dalam konteks pengendalian 
gratifkesi, prinsip kepentingan umum terwujud dari tidak meminta dan menerima 
Pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan alau pekerjaan 
yang dilakukan. Dan jika dalam kondisi tertentu terjadi penerimaan maka wajib 
dilaporkan pada KPK. Pelaporan tersebut merupakan bentuk sikap pegawai 
negeripenyelenggara negara mengesampingkan kepentingan pribadi dan telap 
konsistan menjalankan tugas sebagai abdi Negara. 

Demikian juga dengan KP yang menjalankan tugasnya dengan mengacu pada 
kepeniingan publik secara luas, lermasuk dalam penerimaan laporan gratifikasi 
hingga penetapan status kepemiikan gratiikasi. 

Prinsip Independensi 

Bagi pelapor gratifikasi, prinsip independens! ini ditunjukkan dengan sikap menolak 
seliap pemberian dalam bentuk apapun yang terkail dengan jabatannya atau 
melaporkan penerimaan gratifkasi yang dianggap suap kepada KPK. Pelaporan 
tersebul akan memulus polensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 
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7. Periindungan Pelapor Gratifikasi 

Pelapor gralifkasi dapat cikualiikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 15 huruf (a) UU KPK. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut KPK 
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhacap pelapor gratifikasi 
Insftusi lain yang terkail dengan pelaksanaan prinsip perlindungan pelapor grat 

adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Koran. Selain ilu, instansi atau 
lembaga tempat pelapor gralifixasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan 
memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegaweian 
terhadap diri pelaper. 

  

      
    

  

Hl, PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF PEMBERANTASAN KORUPSI 

A. Definisi Gratifikasi Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

1. Definisi gratifikasi 

Arti gratifikas: dapat diperoieh dari Penjelasan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001, yaitu pomberian dalam arti luas, yakni metiputl pemberian uang, barang, 
rabal (discount), kemisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasiltas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasitas lainnya. Gratifkasi tersebut 
balk yang diterima di dalam negeri maupun di lwar negeri dan yang dilakukan dengan 
mengqunaken sarana elekironik atau tanpa sarana eleklranik. 

  

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratiikasi sebonamya bermakna pemberian yang 
bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratiikasi yang dianggep suap jika terkait 
dengan jabaian dan bertentangan dengan kewajban atau tugas penerima. 

Ketentuan tentang gratifikasi yang dianggao suap seperti diatur pada Pasal 128 dan 
426 Undang-Undlang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang, 
Nomor 31 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupe! tersebut 
berbeda dengan suap. Hat ini perlu ditegaskan mengingat selama ini masih terdapat 
kerancuan berpikir seolah-olah delik gratifikasi merupakan bentuk lain dari suap atau 
menyamakan dell gratifixasi dengan suap. Berikut sejumiah argumentasi hukum yang 
menegaskan bahwa delik gratiikasi bukaniah suap, yaitu 

  

a, Gralifkas! merupakan jenis tindak pidana baru, Hel in diteguskan pada sarnbutan 
pemerintah atas persetujuan RUU tentang perubanan atas Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1939 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat 
Paripuma Terbuka DPR-R} langgai 23 Oklober 2004 

  

Dalam rancengan undeng-undang ink diaiue kotentuan mengenai 
gratiikasi sebagai tindak pidana baru. Gratitkasi tarseburt dlanggap suap 
apobita berivbungan dengan jabaton dan berlawonan dengan kewajivan 
‘lau tugasnya sahagal pegawat nagar atau penyelenggara Negara 

Namun aratitikasi tersebut tidak dianagap suap apabila penerima gratifkasi 
melepokan pada Komisi Pemberantasen Tindak Pidana Korps) dalgm 
wastw yeng cilentuxan da apabila tidak melaporkan dianggep suep. 
Dalam sistem pelaperan ini, univk monentukan ada atau tidakaya indo 
pidana sep tersebut, penenma gratiivcas! yang aliainya Rpt0,000,000,00 
blew lebin, pembuklian oahwa pembenan bukan svap dilakukan ish 
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penerina Gralifkasi, tetep! yang silelaya kursng dari Ri 000.000,00 
pembuitian dahwa gralittas! sabagal suap diakukan oleh pnunlut uma" 

b. Putusan Pengadilan _—_Tindak Pidana —_-Korupsi Nomer: 
34/Pid.B/TPK/201 VPN.JKT.PST dan Putusan Mankamah Agung Nomor: dengan 
lerdakwa Dhana Widyatmika menegaskan hahwa kalimal “gralifkasi yang 
dianggap suap” berarti cratifkasi berbeda dengan suap atsu gratifikasi bukaniah 
suap. 

Pandangan ahi hukum & pratt 

  

fukem, yaitu: 
i. Prof. Dr. Eddy Omar Syatif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultes 

Hukum Universitas Gadjah Mad. 
‘Anli mengungkapkan perbedaan gratiikast dan suap terletak pada ada atau 
{idak meeting of mind pada seal penerimaen, Pada findak pidana suap, 
terdapat meeting of mind antara pemberi dan pererima susp, sedanckan 
pada tindak pidana gratifkasi tdak lerdapat mecting cf mind antara 
pamberi dan penerinia, Meeting of miad merupakan nama lain dati 
konsensus atau fal yang bersiat transaksionel.” 

i, Drs. Adami Chazawi, SH. Dosen Fokullas Hukum Pidana Universitas 
Bravajaya. 
Ahli memberikan penajaman perbedaan delk gratifkasi dengan suap. 
Menurut Adami, pada ketentuan tentang gralifixast belum ada nist jahat 
(mens rea} pihak penenma pada saat vang atau barang diterima. Niatjahat 
dinilai aca ketika gratiikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 

hati kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dienggap suan sampai 
dibuklikan sebalknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak 
penerima telah mempunyai niet jahat pada saat vang atau barang diterima. 

        

iii, Djoko Sarwoko, SH, MH, Mantan Kelua Muda Picdana Khusus dan Hakim 
‘Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, 
‘Suap dan Gratiikasi berbeda, Dalam kasus tangkao tangan yang dilakukan 
olah KPK, ketika tersangka malaporkan setelah dilangkap KPK secangkan 
perbuatan yang mengindikaskan meeting of mind sudah  terjadi 
scbolumnye, maka itu tidak bisa disebut gratifcasi. Pelaporan gratifkest 
dalam jangka waklu 20 hari lersebut harus ditekankan pada kesadaran dan 
Kejujuran dengan itikad balk. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan 
dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkalt dengan jabatannye. 
Secangkan gratifikasi dapat cisamakan dengan konsep Seif assessment 
Sepert kasus perpajakan yang berbasis pada kejuuran seseorang’ 

    

2. Makna Pasal 128 jo Pasal 12C 
Pasal 128. 
{1) Setiap gratifkasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabiia Demubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 
dengan kewajban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berkut: 

2. yang nilainya Rp10.009,000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian 
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan ofeh penerima 
gratifikasi, 

    

b, yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). pembuktian 
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. 
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(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud 
daiam ayal (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda 
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah) dan paling banyak 
‘Rp1.000,000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Pasal 120 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) tidak berlaku, jika 

penerima melaporkan gralifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) wajib dilakukan olen 
enerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) han Kerja terhitung sejak tanga 
gralfikasi tersebul diterima. 

Pasal 128 dan 12C mengandung sejumiah unsur utama yang membedakan antara 
definisi gratifikesi secara umum sebagai pemberian dalam arti {uas dengan gratiikasi 
yang dianggap suap, yailu unsur: 
a. Adanya penerimaan gratifixasi; 
'b. Penerima gratifkasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara; 
©. Gralifkasi dlanggap sua 
Penafsiran atas masing-masing unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Adanya penerimaan gratitkast 
Dari unsur ini, periu diuraikan datam 2 sub unsur yai 

2) ‘Panerimaan’ 
3) Gratitkasi diperoieh dari plhak yang memiiki hubungan jabatan dengan 

penerima; dan, 
4) Penerimaan gratifkasi tersebut berteniangan dengan kewajban atau tugas 

Penerima 
4. Gratifkasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KFK dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (iga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. 

    

‘Makna sub-unsur “menerima’ disini dapat dipahami sebagai berikut:* 
a) Nyala-nyala telah diterima, 
b) Beralihnya kekuasaan alas benda secara nyata; 
©) Penarimaan barang/bendalhadiah dapat secera langsung atau tidak 

fangsung: atau 
4) Dalam hal benda belum diletima, namun telah ada konfirmasi penerimaan 

secara prinsip dari pihak penerima, 

1) Gratitkast 
Pengertian gratifkasi di sini merujuk pada Penjelasan Pasat 12B Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan alas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
‘sebagaimana telah diterangkan pada bagian *Definisi Gratifkast". 

Hal yang pertu dipahami, jika dlkaitkan dengan adanya kewaliban penyetoran 
gratifkasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan KPK 
tentang penelapan stalus graiiikasi menjadi milk Negara, maka graliikes 
yang dimaksudkan dalam unsur pasai ini harusiah penenmaan yang dapat 
inital dengan wang. 
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a. Yang menerima gratifkxasi harusiah pegawai negeri/penyelenggara negara 
1) Pegawai Negeri 

a) Dasar Hukum: 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi; 

i, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara; 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

    

b) Pengertian Pegawai Negeri: 
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
pegawai negeri meliputi: 
‘a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang 

Kepegawaian. Saat ini bertaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparat Sipil Negara. 

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi pegawat 
egerl menurut Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
{KUHP)", yaitu (PAF Lamintang, 2009:8-9): 
(1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang 

yang lerpilih dalam pemilinan yang diadakan berdasarkan peraturen 
‘umum, demikian juga semua orang yang Karena fain hal selain 
arena sualu pemithan, menjadi anggota badan pembentuk 
undang-undang, badan pemerintah alau badan perwakilan rakyat 
‘yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga 
semua anggota dari sualu dewan pengairan dan semua pimpinan 
‘orang-orang pribumi serla pimpinan defi orang-orang Timur Asing 
yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka. 

(2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni para 
wasit: termasuk dalam pengertian hakim, yakni_ mereka yang 
Tmelaksanakan Kekuasaan hukum administratf, berkut para ketua 
dan para anggola dari dewan-dewan agama, 

(3) Semua orang yang termasuk dalam Angkalan Bersenjata itu juga 
dianggap sebagai pegawal-pegawal neger. 

. orang yang menerima gaji atau upah dari kevangan negara atau 
daerah; 

4. orang yang menerima gaji atau upah dari suaty korporas!_yang 
menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau 

©. orang yang menerima gaii atau upah dari korporasi lain yang 
mempergunakan modal atau fasiltas dari negara atau masyerakat. 
Yang dimaksud dengan fesiltas adalah perlakuan istimewa yang 
diberixan dalam berbagal bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak 
waiar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk 
keringanan bea masuk alau pajak yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang beriaku (Penjelasan Pasal 1 angka 2 
huruf e). 

   

    

2) Penyelenggara Negara, 
a) Dasar hukum: 
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7) 
# 

a 

fi, 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lenlang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari KKN: 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis| Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sip Negara 

b) Definisi 

    

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjatankan 
fungs! eksekutif, leglstatif, atau yudikalif dan pejabat lain yang fungs! 
dan lugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesual 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasa! 
4 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1989). 

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di atas 
menguraikan jabatan-jabatan iain yang lermasuk — kualifkasi 
Penyelenggara Negara, yaitu melipuli: 

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggl Negara. Seat ini 
berdasarkan Amandemen ke~4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak 
dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara. _Institusi yang 
<imaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
Menteri; 
Guberur; 
Hakim; 
Pejabat negara yang lain sesual dengan ketentuan_peraturan 
perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan 
Ri di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Outa Besar Luar 
Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan BupatiWalkota; 
dan 

7. Pejabal lain yang memiiki fungsi slralegis dalam kaitannya 
dengan penyelenggara. negara sesuai dengan ketenluan 
eraluran perundang-undangan yang bertaku antara fain: 
1) Direksi, Kornisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan 

Usaha Milk Negara dan Badan Usaha Milik Daerah: 
2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional, 
3) Pimpinan Perguruan Tinggl Neger!; 
4) Pojabat Eselon 1 dan pejabat tain yang disamakan di 

lingkungan sipi, milter, dan Kepolisian Negara Republik 
indonesia; 

5) Jaksa; 

  

  

p
a
p
e
p
 

  

7) Panitera Pengaditan; dan 
8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks 

kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, 
Panitia Penerima Barang termasuk kuaiifkasi Penyelenggara 
negera 

Penjelasen Pasal 11 hurut (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
menambahkan jabatan fain yang masuk kualifkasi Penyeienggara 
Negara, yailu: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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iv. Fejabat Negara fain yang juga termasuk kualifkasi sebagai 
Panyelenggara negara diatur dalam Pasai 122 Undang-Lindang Nomor 
5 Tahun 2074 tentang Aparat Sipit Negara yaitu: 

1. Presiden dan Wakil Presiden; 
2. Ketua, wakil kelua, dan anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat; 
. Ketua, wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 
. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada 
Mahkemah Agung sera ketua, wakil ketua, dan hakim pada 
semua badan peradilan kecuali hakim adhoc; 

6. Ketua, waki) ketua, dan anggote Mehkamah Konstitusi; 
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pomeriksa 

Keuangan; 
8. Kelua, wakil kelua, dan anggota Komisi Yudisial; 
9. Ketua’ dan wakil kelua Komisi Pemberantasan Korupsi; 
70. Menteri dan jabatan setingkat menteri; 
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di tuar_negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh; 

42. Gubemnur dan wakil qubernur, 
19, Bupaliiwalikota dan wakil bupalitwakil walikota; dan 
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 

e
e
e
 

b. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap 
Kata “dianggap pemberian suap” menunjuckan bahwa gratifkasi adalah bukan 
suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan 
Pencucian ang dengan terdakwa Dhana Widyatmika. Lebinlanjut 
siungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian 
biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah 
‘orang yang memilki kualifkasi tertentu yaitu Pegawal Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang 
sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang- 
‘orang tertentu harusleh difaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna 
ditontukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau 
dak 

41) Gratifikasi diperoleh dari pinak yang memiliki hubungan jabatan dengan 
penerima 

Unsur “berhubungan dengan jabalan” atau in zja bediening seperti 
disebutkan pada Pasal 128 juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP 
yang saat ini diadopsi menjadi Pasal § Undang-Undang Pemberantasan 
‘Tindak Pidana Korupsi, 

Dalam kasus suap, makna dari unsur “berhubungan dengan jabalan” 
lersebut ditaisikan oleh Aras! Hoge Read (Pulusan Mahkamah Agung 
olanda) tanggal 26 Juni 1916 sebagai berikut: 

  

a) Tidaklah perlu pegawai negeripenyelenggara negara berwenang 
melakukan hal-hal yang dikehendaki atau diminta alsh pihak pemberi 
‘akan tetapi, cukup bahwa Jabatannya memungkinkan untuk berbuat 
sesuai kehendak pemberi; 
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b) “berhubungan dengan jebalan” lidak perlu berdasarkan undang-undang 
alau ketentuan administrasi, tetapi cukup jab tersebut 
memungkinkan baginya untuk melakukan apa yang dikshendaki 
pemberi. 

  

Dalam kasus gratifkasi, makna unsur “berhubungan dengan jahatan” 
itatsirkan lebih sederhana. Hal itu dapat ditihat dari Putusan Pengadilan. 
dengan terdekwa Gayus Halomuan Partehanen Tambunan.* 

‘Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung aspek berbuat 
alau lidek berbuetnya Gayus sebagai akivat dari pemberian gratiikasi 
secara rinci. Hakim menguraikan posisi Gayus sebagai Pegawai Negeri 
yang diangkat berdasarken Surat Kepulusan Dirjen Pajak No. KEP- 
481G/PJ.1 (UP. 14/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang pengangkatan 
sebagai PNS pada Dirjen Pajak Departemen Keuangan dan SK No. KEP- 
75IPJ.01(UP.53/2008 tanggal 11 April 2008 tentang pengangkatan sebagai 
Petugas Penelaah Keberatan dan Banding Palak. 

Kemudian majetis hakim mempertimbangkan: 
“bahwa benar meskipun tidak dapat secara terperinci dan 
detal, bahwa terdakwa menerima deri wajib pajak yang 
fainnya, namun mengingat uang yang diterima terdakwa dalam 
jumiah yang sangat hesar dan terdakwe tidak dapat 
‘menunjukkan buki-bukt) yang konkret tentang asal usu! 
perolehan vang secara sah, maka Majelis Hakim meyakini 
banyak wajib pajak yang mengurus permohanan pajaknya dan 
memberiken gralifkasi kepada terdakwa™ 

Dalam bagian lainnya, hakim juga moyakini Gayus menerima gratitkasi 
yang \erkail dengan jabatan dikailken dengan posisi lerdakwa yang pesnah 
‘menangani sekitar 149 wajib pajak. Meskipun pemberian pada Gayus tidak 
disebut secara rinci, namun salah satu pemberian dari walib palak yang 
terbukti terkait dengan jabatan Gayus cukup menjadi bukti awal dilambah 
terdakwa gagal membuklikan bahwa aset iain yang dikuasainya berasal 
ari penghasilan yang sah. 

Inti dari pertimbangan hakim di alas, dalam kasus Gayus unsur 
“berhubungan dengan jabatan’ tidak periu dibuktikan secara rinci pada 
setiap penerimaan. Cukup dibuktikan bahwa memang penerima adslah 
pegawal negeri/penyelenggara negara, dan kelika aset yang dikuasai tidak 
dapat dibuktixan oleh terdakwa berasai dari penghasilan yang sah, dan 
terdakwa tidak pemah melaporkan penerimaan tersebut pada KPK dalam 
jangka waktu paling lama 30 (liga puluh) hari kerja, maka uang, barang 
‘atau aset lain yang dikuasai terdakwa tersebut dikualifkasiken sebagal 
gratifikasi yang “berhubungan dengan jabatan” sekaligus bertentangan 
dengan kewajiban dan tugasnya, 

Penerimaan gratiikesi lersebut bertentangan dengan kewajban atau tugas 
penerima, 

Unsur ini dapat dipahami sebagai benkut:™ 
8) Penerimaen grotifkesi dilerang oleh hukum yang berlaku. Hal ini tidak. 

dibatasi aturan hukum tertulis semata, namun juga menyentuh aspek 
kepatutan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat. 
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b) Unsur ini tidak menghendaki berbuattidak berbuatnya _pegawai 
negeri/penyelenggara negara sebelum ataupun sebagai akibat dari 
pemberian gratifikasi 

©) Penerimaan yang memiliki konflik kepentingan. 

©. Gratifkesi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka 
‘waktu paling lambat 30 (liga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifkast 
citerima. 

Pelaporan gratifikasi dianggap telah dilakukan oleh penerima graiifikasi jika 
memenuhi syarat di bawah 
1) Leporan gratifikas! disampaikan pada KPK atau saluran tain yang ditunjuk 

KPK, seperti Unit ~—-Pengendali == Graliftkesi pada 
Kementerian/Lembaga'Organisasi Lainnya/Pemerintah Daerah (IL/OIP) 
yang telah mengimplementasikan Sistem Pengendatian Gratiikasi, 

2) Laporan gratiikasi harus berisi informasi lengkap yang dituangkan dalam 
Formulir Laporan Gratiikasi yang ditetapkan oleh KPK; 

3) Telah dinyalakan fengkep dan diterima oleh KPK. 

    

  

  

Selain lima unsur sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan dalam kasus Gayus 
Halomoan Partahanan Tambunan memberikan pertimbangan hukum terkait 
implementesi gratifikasi yang dianggap suap, yeitu’ 

1) Luasnya pengertian gratifikast oleh undang-undang menunjukkan bahwa 
pemberian dalam bentuk ape saja, dari siapa saja dan dengan mativasi 
apa saja, daiam pasal ini jusiru hanya dibatasi pada segi subjek hukum 
penerima, yaitu memenuhi kriteria pegawai neger/penyelenggara negara; 

2) Gratifkasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan 
maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai “Suap”; 

Inti dari_penegasan hakim tersebul, terkait dengan pembuklian penerimaan 
‘gratitikasi yang dianggap suap, hakim tidak metihat motivasi dari pemberi, bentuk 
pemberian dapat berbentuk apa saja, dan pemberi dapat berasal dari siapa Saja. 
Pembalasan hukum dari Pasal 128 dan 12C hanyalah posisi penerima sebagai 
pegawai negeriipenyelenggara negara, Demikian juga dengan penegasan 
konsekuensi dari Kewallban melaporkan penermaan gralifkasi daiam jangka 
wektu paling lama 30 hati kerja. Ketika gratifkesi tidak diaporken maka, 
Penerimaan tersebut dianggap swap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan. 

B. Gratifikasi dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 

Sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan Pasal 26 UU KPK, Direktorat Gratifikasi secara 
kelembagaan ditempatken dalam Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Hal ini menunjukken 
kerakteristik penegakan aturan delik gratifkasi tidak hanya menekanken pada aspek 
penindakan, namun juga aspek pencegahan. 

Pengaturan gratifikasi diandang dari perspektif pencegahan tindak pidana korupsi dapat 
dipahami sebagai berikut: 

4. Pelaporan gralifkasi sebagai sarana pencegahan alas terjadinya suap. 
Dalam aturan terkait gratifkasi, khususnya pada Pasal 120 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat fasilitas bagi pegawai 
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negerifpenyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifkasi yang 
dianggap suap kepada KPK paling fambat 30 (liga puluh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerimaan gratifikasi, 

Mekanisme pelaporan yang disediakan oleh undang-undang tersebut bertujuan untuk 
‘memutus polensi menjadi sempurnanya ‘suap yang lertunda’. Dengan dilaporkannya 
penerimaan gratifkasi, beban moral yang dapat timbul akibat diterimanya 
penerimaan gratifkasi tersebut menjadi hilang, sehingga maksud atau tujuan 
ferselubung pemberi untuk meminta pegawai negeripenyelenggara negara 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berlentangan dengan kewajibannya 
i kemudian hari menjadi tidak terwujuc. Dalam konteks ini, apabita dikaitkan dengan 
{eori tipalagi korupsi yang disampaikan oleh SH. Alalas, mekanisme pelaporan ini 
merupakan sarana untuk memutus terjadinya korupsi invensif. Pada akhimya, 
pegawai nagaripenyelanggara negara tetap dapal menjaga obyoktifitas dan 
independensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

  

Dengan perlimbangan iuiah untuk lebih mengelektiikan aspek pencegehan tindak 
pidana korupsi, KPK sebagai inslitusi yang diberi kewenangan melakukan 
Pencegahan korupsi dapat bertindak proaktif unluk mengingalkan pegawai 
negeriipenyelenggara negara untuk metaporkan gratikasi yang dilerimanya sebelum 
jangka waktu 30 hari kerja terlewati. 

Pelaporan gratfikasi sebagai fasiltas perlindungan bagi pegawai 
negerilpenyelenggara negara. 
Dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur bahwa pegawai negeripenyelenggara 
negara yang melaporkan penerimaan gratifkas! yang dlanggap suap kepada KPK 
‘paling lambat 30 (Liga puluh) hari Kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gralifikasi, 
akan ditebaskan dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 128 ayat (2). 
Ancaman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 {empat) tahun dan paling fama 20 (dua puluh} tahun, dan pidana denda 
paling sedixit Rp200.000.000,00 (dua ratus jula rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar nupiah), 
Dengan kata Iain, mekanisme pelaporan penerimaan gratifkas! yang dianggap 
suap oleh pegawai negeri/penyelenggara negara menjadi sarana/fasilias bagi 
pegawai negeri/penyelenggera negara untuk lerlindungi dan terbebas dari 
ancaman pidana akibat diterimanya gratifkasi yang dianggap suap. 

Pelaporan gratifkasi sebagai sistem deteksi dalam rangke pembangunan dan 
pengendalian lingkungan berintegrilas. 
Data pelaporan gratifikasi yang dianggap suap yang disampaikan secara rutin oleh 
Para pegawai negerifpenyelenggara negara dapat memberikan petunjuk bagi 
pimpinan instansilembaga dalam mengidentikasi dan memetakan kerawanan 
Penerimaan gratiikasi di lingkungannya. Dengan adanya data identifikast dan 
Pemetaan tersebut, pimpinan instansifembaga dapat mengqunakannya dalam 
penentuan kebijakan dan strategi pengendalian, khususnya terkail dengan 
pengendalian praktik gratifkasi di ingkungannya. 

  

Contoh implementasi dari penggunaan data pelaporan sebagai alat manajemen 
dalam menentukan arah kebjakan dan strategi pengendalian gratifikasi i 
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lingsungannya, akan diuraikan secara lebih terperinci pada Bab Vi tentang Sistem 
Pengendalian Gratifikasi. 

C. Gratifikasi dalam Perspektif Penindaken Tindak Pidana Korupsi 

Sebagaimana telah diterangkan pada bagian sebelumnya, gratifkasi dimasukkan menjadi 
salah satu delik dari beberapa jenls delik Korupsi pada Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal dapal diangkat terkail penerapan delik gratifikasi daiam 
kerangka penindakan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1 Aturan gratifikas! dibenluk untuk memberantas praktk gratifkasi yang dianggap 
sebagai akar korupsi 
Konsep ini tercermin dari beberapa hal yang menjadi pembeda antara delik 
Gratifikasi dan delik susp yang diatur datam undang-undang tersebut adaiah sebagai 
berikul: 

  

2. Unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap ‘ebih sederhana dari unsur pasal 
suap, yaitu tidak menayaretkan terpenuhinya unsur ‘melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang berlawanan kewenangan' dari pagawai 
negerifpenyelenggara negara. Hal ini bermakna, cukup dengan dilerimanya 
gratiikasi yang tidak sah oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari pihak 
yeng memiliki hubungen jabatan dan tidak dilaporkan kepada KPK delem waktu 
yang ditentukan, maka pegawai negerifpenyelenggara negara tersebut dianggap 
telah menerima suap dan terancam hukuman pidana sampei dibuktikan 
sebaliknya. 

  

b. Ancaman pidana delik gratifkasi tebih tinggi dari delik suap, Bentuk ancaman 
pidana yang lebih tinggi pada detik gratiikasi, tampak dengan diberlakukannya 
pidana seumur hidup kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang tidak 
melaporkan penerimaan gratifiasi yang dianggap suap kepada KPK dalam 
waklu yang ditentukan. 

¢. Adanya mekanisme pembalikan bean pembuklian alas dakwaan penerimaan 
gralifkesi yang dianggap suap yang melebihi Rp10.000.000,00 (sepuiuh juta 
tupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam bagian Penjelasan Umum 
Undang-Undang tersebul, mekanisme pembalikan beban pembuktian lersebut 
mefupaken upaya pemberantasan Kofupsi yang mengandung sifat prevensi 
khusus. Dengan adenya aturan ini, apabila pegawai negeri/penyelenggara 
negara didakwa menerima gratifkasi yang dianggap suap, maka pegawai 
negeripenyelenggara negara tersebul yang memiliki kewaliban untuk 
membuktikan di pengadilan. 

Dani penjelasan atas unsur-unsur pembeda antara delik gratifkasi yang dianggap 
suap dan delk suap, tampak bahwa pengaturan dellk gralifixasi mensyaratkan 
Pemenuhan unsur yang lebih sederhana dibandingkan suap, namun memifiki 
sncaman pidana yang lebih berat dan mekanisme pembalikan beban pembukian. 

Hal tersebut mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa dari aspek ancaman 
hukuman, defix gratifkasi diberikan bobot lebih besar. Hal ini sejalan dengan 
pandangan Prof. Surya Jaya (2014), Hakim Agung pada Mahkamah Agung 
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Republik indonesia, yang menyalakan bahwa dellk gralifikasi merupakan akar dari 
korupsi. 

Alur pikiran yang dapat dibentuk dar! pendapat tersebut adalah apablla pegawal 
negeriipenyelenggara negara “terbiasa’ menerima gratifkas! yang tidak elas maksud 
atau molivasinya dari pihak yang memiliki benturan kepentingan, maka pegawai 
negerifpenyelenggara negara tersebut di kemudian hari akan menjadi terbiasa 
‘menerima dan menjadi permisif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 
berlawanan dengan kewenangannya dan/atau meminta sesuatu kepada pihak lain 
dalam memberikan layanan yang terkail kewenangannya. 

Dengan kata lain, kebiasaan menerima gratifikasi yang dianggap suap merupakan 
sumber munculnya sikap untuk mudah menerima suap atau melakukan pemerasan 
dalam kailan dangan pelakeanaan kewanangan pegawai negarifpenyelenggara 
negara. 

implementasi dari detk gratifkasi yang dianggap suap di indonesia, 
Walaupun defk grafifkasi yang dianogap suap masih relatif baru diatur dalam konteks 
tindak pidana di Indonesia, namun delik gratifkasi dinilal cukup efektifjika diterapkan 
dalam konteks temuan kekayaan yang tidak wajar milk pegawai negeriipenyelenggara 
negara. Di bawah ini dua kasus korupsi yang menggunakan Pasal 128 dalam dakwaan 
hingga putusan hakim. 
a. Kasus dengan terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan 

Bordasarkan Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi_ pada 
Pengadilan Negeri Jakarfa Pusat Nomor 34/Pid.S/TPKIZ011/PN.JkLPst tanggal 
1 Maret 2012 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 
dan Pulusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid,Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013, 
divonis bersalah melanggar deli gratifixasi yang dianggap susp dan dijaluhi 
hukuman penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rpt.000.000,000,00 (satu miliar 
‘upiah) serta sejumiah kekayaan terdakwa dirampas unluk negara, yailu: 

= Uang_tunai_sejumlah Rp201.089.000,00 dan SGD9,980,034.00 dan 
USD659,600.00; 

= Saldo akhir tabungan sejumiah Rp4.682.305.062,39 dan USD718,868.02; 
= Saham milk Gayus Halomoan P. Tambunan di PT Eirading Securities 

dengan kode UNSP (saham Agriculture milk Group Bakria) sejumlah 
15,188,000 lambar; 

    

= Saham milik Milana Anggraeni di PT Etrading Securities dengan kode 
FREN sebanyak 100,000 lembar, 

* 31 keping logam mulia @100gr; 

"Tanah dan bangunan di Gading Park View Blok ZE.6 No. 1 Kelapa Gading 
Jakarta Utara; 

= Satu unit apartemen Cempaka Mas Tower At lantai 11 No. 7 Jakarta 
Pusat; 
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= Salu unit mobil Ford Everest wama hitam tahun 2008 Nomor Polisi 8 96 
MG. 

asus korupsi dengan terdakwa Ohana Widyatmika 
Terdakwa _terbukti_menerima __gratifkasi _ Rp2.750.000.000,00, _yaitu 
Rp2.000.000.000,00 dari HERLY ISDIHARSONO dan Rp750.000.000,00 dari 
ARDIANSYAH dan RUDI KURNIAWAN. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.B/TPV2011/PN.JKT.PST yang dikuatkan hingga 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1540 K/PID.SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 
hana divonis 10 tahun penjara. 
Perlimbangan hakim yang krusial terkait gratifikasi dalam kasus ini adalah: 
+ Gralifikast sebagaimana dimaksud pada Pasa! 128 ayel (1) dianggep sebagei 

tindak pldana suap dalam arti suap past, 
+ Luasnya pengertian gratifkasi menunjukkan bahwa pemberian tersebut dapat 

berupa apa saja, dari siapa saja dan dengan motivast apa saja. Batasan yang 
ketat ditujukan pada aspek penerimanya, yaitu: pegawai negeri/penyelenggara 
negara; 

= Gratiikasi wajib dilaporkan, jika dalam wakiu terentu (30 hari kerja) tidak 
dilaporkan maka penerimaan tersebut harus dianggap suap, kecuali dapat 
<ibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Hal ini dlsebabkan pelaporan pemberian 
bersifat wai, 

‘+ Kata “dianggap suap” menunjukkan bahwa gratifkasi adalah bukan suap, 
melainkan hanyalan perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan 
peristiwa pidana, namun Karena penerima adalah orang yang memitiki 
kualifkasi tertentu yaitu pegawai negeripenyelenggara negara yang pada 
intinya padanya melekat kewenangan publi yang sangat rentan 
disalahgunakan, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu harusiah 
diaporken dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah 
pemberian ity ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak; 

+ Tidak pertu dibuktikan adanya niat jahat dari sis! penerima ataupun pemberi, 
melainkan cukup apabila pegawal negeriipenyelenggara negara terbukti 
menerima sesuatu dan apa yang diterima tersebut dalam tempo yang sudah 
ditgntukan lidak dilaporkan pada KPK, maka penerimaan lersebut dianggap 
sebagai suap. Sebagai konsekuensi logis tidak perlu dibuktikan niat pemberi 
gratifkasi, menyebabkan keberadaan, siapa dan dalam rangka apa seseorang 
memberi sesuatu menjadi tidak penting dan tidak perlu dibuktikan dari siapa 
barang lersebut diterima; 

* Yang harus dibuktikan JPU adalah kebenaran penerimaan oleh Pegawai 
Negeri, sedangkan tentang motivasi pemberian apakah terkait dengan jabatan 
dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sehingga harus dianggep 
bukan suap menjad) beban pembuktlan penerima. 

+ Terkait dengan transfer vang total Re3.400.000.000,00. Terdapat hubungan 
Pekerjaan antara terdakwa maupun saksi HERLY ISDIHARSONO sebagai 
pelugas pajek meskipun tidak terlihat hubungan fangsung dengan PT Mutiara 
Virgo. Namun dari fakta transfer dilakukan dua kali, yaitu Rp2.900.000.000,00 
an Rp500.000.000,00 dimana menurut keterangan saksi HERLY 
ISDIHARSONO terdakwa menghendaki agar transfer ke rekening terdakwa 
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lidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 dan pada hari yang sama terdakwa 
mentransferkan kembali kepatla NENY NOVIANDINY alas kehendak HERLY 
{SDIHARSONO, menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang berlawanan 
dengan lugas sebagai pegawai pajak dalam hubungan dengan wajib pajak 
atau petugas pajak lainnya; 

+ Terkait dengan 4 lembar traveler cheque senilai Rp750.000.000,00 yang 
temyata sumbemya dari pembelian oleh ARDIANSYAH atas_ suruhan 
ERWINTA MARIUS dan RAJA MUCHSIN dapat dipandang ada hubungan 
dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Petugas Pajak. 
Terdakwa juga gagai membuktikan kelerangannya tentang orang bemama 
‘YANUAR dan cerita tentang cheque yang diganti uang kontan oleh terdakwa. 

   

3. Ancaman pemidanaan bagi pemberi gratifkasi 
Pemberi gratifikasi, balk dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak 
metaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, secara hukum dapat diancam 
pidana sebagai pemberi susp, sepanjang unsur-unsur pasal baal pemberi suap, yaily 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan alas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, terpenuni 

Pendapat tersebut didasarkan pada penafsiran yang digunakan dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 50 /Kr/1260 tanggal 13 Desember 1860 yang menyatakan 
bahiwa undang-undang atau hukum tidak mangenal ketentuan jika seorang pegawal 
negeri dituduh malakukan kejahatan sebagai dimaksud Pasal 418 KUHP (kemucian 
menjadi Pasel 11 Undang-Undang Nomar 31 tahun 1999), maka pemberi suapnya 
hharus dituntut dengan Pasal 209 KUHP. 

Djoko Sarwoko, mantan Ketua Muda Pidsna Khusus Mahkamah Agung Ri dalam 
wawancara langgal 12 Desember 2014 mengungkapkan bahwa terdapal beberapa 
alternabf menjerat pinak pemberi gratitikasi, yaitu: menggunakan pasal suap (Pasal 5 
ayat (1) atau Pasal 13) dalam hal pemberi memang mempunyai niat jahat untuk 
menggerakkan seorang pejabat _melakukanilidak melakukan sesuatu dalam 
jabatannya. Aitematif lain adalah dengan menggunakan pasal penyertaan pidana. 

‘Ancaman pidana bagi pemberi sap sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (1) adalah 
ina penjara paling singkal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 

pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp250.000.000,00 {dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan ancaman 
pidana yang diatur dalam Pasal 13 adalah pidana penjara paling lama 3 (liga) tahun 
dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta nupiah). 

  

I, PENOLAKAN DAN PELAPORAN GRATIFIKAS! 
A. Penolakan Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Kesempatan Pertama 
Gralifikasi yang dianggap susp, yaitu gratifikasi yang diberikan dari pihak yang memiliki 
potensi benturan kepentingan dengan pegawal negeriipenyelenggara negara, dan pemberian 
tersebut ditarang oleh aturan yang berlaku, merupakan jenis gratifikasi yang harus ditolak oleh 
seliap pegawai negerlipenyelenggara negara. 
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Penolakan alas penerimaan gratifikasi tersebut, perlu cilaporkan oleh pegawai 
negerifpenyelenggera negara ke inslansinya atau KPK. Pencatalan atau pelaporan atas 
penolakan dapat berguna sebagai alat pemulus kelerkaitan anlara pegawal 
negerifpenyelenggara negara dengan pihak pemberi. Dafam hal pihak pemberi dinifal telah 
memenuhi unsur suap dan diproses sesual hukum yang berlaku, maka keberadaan 
pencatatan atas penolakan penerimaan menjadi penting untuk memperiihalkan adanya ilikad 
baik dari pegawai negerifpenyelenggara negara dalam menangkal upaya suap kepada 

iinya. Dari aspek pemberi, pihak pemberi telap dapat dijerat meskipun pegawai neger| 
menolak atau tidak menerima"™. 

    

Kewajiban penolakan gratikasi yang dianggap suap ini dapat diatur lebih lanjut pada 
peraturan intemal di Kementerian atau Institusi Negara/Daerah dengan kondisl pengecualian 
sebagai berikut: 

a. Gralifikasi tidak diterima secara langsung: 
b. Tidak diketahuinya pemberi gratifikasi: 
©. Penerima ragu dengan kualifikxasi gratifikxasi yang diterima. 
d. Adanya kondisi terlentu yang tidak mungkin ditolak, seperti: dapat 

mengakibatken rusaknya fhubungan baik instiusi, membahayakan ditt 
-sendirifkarier penerimafada ancaman lain. 

Datam hal gratifkasi yang memenuhi empat kondisi pangacualian di atas, maka gratifikasi 
tersebut wajib dilaporkan pada KPK atau kepada KPK melalui masing-masing Unit Pengendai 
Gratifikasi 

B. Kewajiban Hukum Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap 
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur kewajiban pegawai 
negerifpenyelenggara negara untuk melaporkan panarimaan gratifkasi kepada KPK paling 
lambat 30 Hari Kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifkasi. Pada Penjelasan Pasal 
48 tersebut gratifikasi yang wajb dilaporkan di sini adalah gratitiasi yang terdapat pada Pasal 
428 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubaian ales Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu gratifkasi yang 
‘berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan Kewallban atau tugasnya. Bentuk- 
bentuk gratifikas! tersebut diuralkan peda bagian selanjutnya. 

Jika dikaitkan dengan aspek penindakan, risiko yang akan didapatkan penerima gratiikasi 
adalah penerimaan tersebut dianggap suap. Hal ini menjadi pendiian hakim dalam kasus 
korups dengan terdakwa Gayus HP Tambunan dan Ohana Widyalmika. Dalam hal penerima 
tidak metaporkan pada Jangka waklu tertentu, maka penerimaen tersebut clanggap suap 
sampal dibuktikan sebaliknya di pengadian. 

Melinat nisiko dari aspek penindakan tersebut, pegawai negeri/penyelenggara negara perl 
menjatankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan gratiikasi. Jika gratifikasi tersebut 
diduga terkait dengan jabalan dan bertentangan dengan kewajiban alau tugas penerima, 
maka gratifkasi tersebut wajib dilaparkan, Jika tidek, terdapat risiko pidana seperti diatur pade 
Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

    

1V. GRATIFIKAS! DALAM PRAKTIK 
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A. Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan 
Gratifkasi datam Kategori ini merupakan penerimaan daiam bentuk apapun yang diperoleh 
pegawal negeripenyslenggara negara dari pihak-pihak yang diduga memilki keterkaitan 
dengan jabatan penerima. Gralifikasi lersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang 
alau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan Pasal 12B, hal itu 
disebut juga gratifkasi yeng bertentangan dengan kewajiban atau luigas pegawai 
negeriipenyelenggara negara, 

Dalam praklik, seringkali terdapal gratifkasi yang terkait dengan jabatan penerima akan 
telapi, penerimaan tersebut seh secara hukum. Misal: seorang bendahara penerimaan yang 
menerima uang dari pihak lain sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya yang sah. Jika 
dilihat dari dari sudul pandang gratifkasi yang terkait dengan jabalan, maka penerimaan 
tersebut telah memenuhi unsur “berhubungan dengan jabatan*. Akan tetapi, penerimaan 
tersebut bukaniah hal yang dilarang dalam konteks Pasal 128, karena si bendahara memang 
‘mempunyai kewenangan untuk menerima uang tersebut. Dengan kata lain, penerimaan 
lersebut sah secara hukum sehingga tidak berfawanan dengan tugas dan kewalibannya. 

Contoh tain yang dapat dibandingkan dengan ha! di atas adalah penerimaan oleh petugas 
yang memang berwenang untuk menerima punguian dari masyarakal, Misal: dalam 
Rengurusan SIM, STNK, pernikahan, atau surat fain yang berdasarkan peraturan yang ada 
dibebankan kepada masyarakat sebagei PNBP. Logika yang sama dengan bendahara 
penerima tadi dapat dilerapkan di sini. Pegawai negeri/penyelenggara negara tidak dapat 
dikataken melanggar Pasal 128 henya karena ia menerima sesuatu yang terkait dengan 
jabatannya. Jika penerimaan itu dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang ada, maka hal lidak dapal cikalegorikan setsagai graliikasi yang dianggap suap. 

Di bawah ini adalah contoh-contoh gratifikesi yang berkembang dalam praktik yang wai 
ilaporkan oleh penerima gratifkasi pada KPK, antara lain gralifkasi yang diterima: 

4. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat 
2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran 
3. terkait Gengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi, 
4. |. lerkail dengan pelaksanaan perjalanan dinas. (note: di [war penerimaan yang sah/resmi 

dari instansi PVP}; 
dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawal; 
dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak tain 
terkait dengan pelaksanaan lugas dan kewenangannya; 

7. sebagel ekibat dari perjanjian kerjasamalkcntrak/kesepakatan dengan pihak lain yang 
bertentangan dengan undang-undang: 

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan 
barang dan jase: 

8, dari Pejabalpegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; 
10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkail dengan jabalan dan bertenlangan dengan 

kewalipanitugasnya;. 

  

oe
 

    

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pegawsi 
negerifpenyelenggara negara yang wajib dilaporkan seperti disebut di alas, terdapat 
enerimaan lain yang berada dalam ranah adat istiadat, keblasaan, dan norma yang hidup di 
masyarakal yang perlu dicermall. Penerimaan lerkail dengan adat dan kebiasaan tersebul 
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dalam kondisi tertentu memiliki potensi disalahgunakan pihak fain untuk mempengaruhi 
pegawai negeriipenyelenggara negara baik sccara langsung atou tidak langsung. 

  

Di bawah int adalah contch penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan 
(circumstances) dapat dianggap lerkak dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara 
yang smenerimanya sehingga wajib Uilaporkan, antara Is     
4. pemberian kerena hubungan keluarga, yeitu dari kakeknenek, bapakfibu/mertua, 

Suamifistri, anakimenantu, cucu, besan, pamanlbibi, kakak/ adil’ ipar, sepupu, dan 
keponakan yarg memilist Kontlik kepentingan, 

2. penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan sepeiti pesta 
pemikahan, kelatiran, aqiqah, baplis, khitanan, polong gigi, atau upacara 
agama/adattradist Iainya yang metebihi Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per pemberisn 
per orang, 

3. pemberian terkeit dengan musibah atau bencena yang dialami oleh penerin 
bepakfioulmertua, suamifisti, alan anak penerima gralifkasi yang melebihi 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang: 

4. pembarian sasama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan 
Uwiang tahun yang tidak dalam bentuk wang atau tidak berbentuk setara uang (cok, bilyet 
gori, saham, depesito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilat yang ‘setara 
dengan Ftp'300.000.00 (tiga ratus ribu'rupiah) per pemberian per orang dengan total 
pemberian Rp1.000.000,00 (satu uta rupiah) dalam + (satu) tahun dari pemberi yang 
Satna, 

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang 
(eck, bilyet gor, saham, deposit, voucher, oulsa, dan lain-lain) yang meletihi 
FRp200.000,00 (dua ratus ribs rupiah) per pemberian par orang dengan total pemberian 
_maksimal Rp7.009,000,00 (satu juta rupiah) dalam ¢ (satu) tahun dari pemberl yang sara, 

  

      

Gratifkasi seperti yang disebut pada angka 1 dilekankan pada aspek ada atau tidak kontlik 
kepentingan dalam pemberian tersebut. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa pemberian 
dari keluarga sedarah alau samenda dapat saja menjadi graliicasi yang dianggap suap jika 
ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan penerima dithat dari jabatan, tugas dan 
wewenang pegawal negerilpenyelenggara negara. Contoh kasus: seorang ayah yang bekerja 
sebagai Penyelenggara Negara menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai 
pengusaha yang lingkup pekerjaannya lerkall dengan kewenangan ayshnya. Jika dilhat dari 
aspek hubungan keluarga scdarah antara ayah dan anak, maka pemberian tersebut 
merupakan hal yang wajar. Akan telapi, pemberian tersabit memiiki potensi konthik 
kepentingan dengan sang ayah dalam pelaksanaan tugasnya, schingga penerimaan itu 
hharuslah dilaporkan. 

      

Dalam memen lain seperti kematian keluarga, prakti« penerimaan gratifikasi juga patut 
Giperhatkan. Pegawai negerilpenyelenggara negara tetap perlu hat-hati Karena adanya 
potensi_penyalaliqunaan situasi oleh piliak pemberi. Putusan Mahkamah Agung No. 77 
K/Kr/1973 tanggal 19 November 1974 memberikan cantoh kasus yang konkret, Kelika 
terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kerupsi menerima hadiah walaupun menurut 
anggapannya wang yang ia terima tersebul dalam hubungen dengan kematian kelvarganya 
Bahkan uang tersebut tidak diterima tangsung oleh terdakwa, melainken dlterima oleh istri den 
anak-anak terdakwa, Oleh karena tty peru disampaikan adanya kewallban pelaporan 
gratiikasi dengan balasan jumiah tefteniu yang jika dilijau dari segala Keadaan 
(circumstances) depal dienggep sebagai jumlah yang wajar dan lida akan mempengaruhi 
pihak penenma gratitkasi seperti terdanat pada angka 3 datam hal cratiikasi diterima terkait 
musibah, 
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Gratifixasi seperti yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka § berada di ranah adat 
istiadat dan kebiasaan. Pembatasan nilai perlu distur untuk mencegah preklik pemberian 
hadian yang semula merupakan ekspresi dari nilai-nilai unur adatistiadat dan kebiasaan 
menjadi disalahgunakan untuk mempengaruhi jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara 
baik secara langsung alau tidak langsung. Sehingga, setiap pemberian dalam konteks 
kultural, adatistiadat dan Keblasaan yang metebihi batasan nillai seperti terdapat <i angka 2 
sampai dengan angka 5 dapat dianggap terkait dengan jabatan penerima, 

  

B. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan 
Pasal 16 UU KPK memberikan Kewallban pada pegawal negertipenyelenggara negara untuk 
melaporkan setiap penerimaan gratifkasi, Dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 16, maka 
gratifkasi yeng wajib dilaporkan adalah gratifkesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12B, 
yaitu gratifikasi yang dianggap suap. Pada bagian sebelumnya, telah diursikan penerimaan- 
enerimaan yang diindikasikan terkait dengan jabatan dan beriawanan dengan kewajiban. 

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifkasi, perlu juga diuraikan bontuk-bentuk 
gratifkasi di luar yang wajib dilaporkan. Karena secara prinsip terdapat begitu banyak bentuk 
Pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sckali dengan jabatan dan tidak 
berlawanan dengan Kewajiban alau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut tidak wajib 
dilaporkan. 

Karakteristik gratifiasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum adalah: 
1. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, 

bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran 
‘atau kepattan; 

2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan 

sosial antar sesama dalam balasan nilai yang wajar; alau, 
4. Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, keblasaan, dan 

norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nitai yang wajar. 

  

Bontuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib ditaporkan, meliputi: 
4. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapakiibu/mertua, suamilist, 

anak/menantu, cucu, besan, pamanibibi, kakakladiWiparsepupu dan keponakan, 
sepanjang tidak memiliki konfik Kepentingan. 

2 hadiah (tanda Kasih) dalam bentuk wang atau barang yang memiliki nilai jual dalam 
penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, agiqah, baptis, Khitanan, dan potong gigi, 
alau upacara adaVagama fainnya dengan balasan nilal per pemberi dalam setiap acara 
paling banyak Rot.000.000,00 (salu juta rupiah).. 

3. pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami olch penerima, 
bapakfibulmertua, suamifisti, atau anak penerima graliikasi paling banyak 
Rp1.000.600,00 (saty Juta rupiahy; 

4. pemberlan sesama pegawal dalam rangka pisah sambut, pensiun, promos! jabatan, dan 
‘ulang tahun yang lidak dalam bentuk wang atau tidak berbentuk setara uang yang paling 
banyak Rp300.000,00 (liga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total 
pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 4 (satu) tahun dari pemberi yang 
sama; 
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5. pemberian sesama rekan kerja tidak daiam bentuk uang atau tidak berbentuk setara vang 
(cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak 
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian 
‘maksimal Rp1.000.000,00 {satu jula rupiah} dalam 1 (salu) tahun dari pemberi yang sama; 

6. hidangan atau sajian yang beriaku unum; 
7. prestasi akademis alau non akademis yang dikuli dengan menggunakan biaya sendit 

‘seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan; 
8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilkan saham pribadi 

yang beriaku umum: 
9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawal berdasarkan keanggolaan koperasi 

pegawai negeri yang berlaku umum; 
410. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tuis serta serifikat yang diperoleh 

dari keglatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, 
atau kegiatan fain sejenis yang berlaku umurn; 

  

{1.penerimaan trauiah atau tunjangen baik berupa uang atau barang yang ada kallannya 
dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan 
eraluran perundang-undangan yang bertaku; atau, 

12. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi 
dari pejabatipegawai, tidak memilki konfik kepentingan dan lidak melangger aluran 
internal instansi pegawai; 

Contoh bentuk oratifikasi yeng tidak walib dilaporkan peda poin ke-12 adalah: 
4. Honorarium yang dilerima pegawai di Kementerian atau Instilusi Negara/Daerah X yang 

tidak berhubungan sama sekali dengan tugas dan fungsinya, seperti: honor menjadi guru 
‘mengaji yang kegiatannya dilaksanakan di lua jam kerja di lingkungan rumah; 

n atau Instilusi Negara/Daerah tertentu saat    ” menjadi panitia 17 Agustus di kampungnya; 
3, Dan bentuk lainnya sepanjang memenuhi syarat: diakukan di luar kedinasan, tidak torkat 

{upoks, tidak momiki unsur Konfik kepentingan, tidak melanggaridilarang oleh peraturan 
internalkode etik yang bestaku di masing-masing Kementerian atav  Institusi 
Negara/Daerah, 

Bontuk-bentuk gratifkasi di atas berangkat dari 4 (empat) karakteristik umum yang perlu 
jat_secara_mendalam kelika mempertimbangkan apakah sebuah gratiikas! perlu 

ilaporkan alau tidak. Pedoman ini memberikan rincian seperti terdapat pada angka 1 sampai 
dengan angka 12 dengan tujuan mempermudah pegawal negerlpenyelenggera negara 
mengidentifikasi, apakah gratifikasi yang diterima periu diaporkan atau lidak, Jika penerimaan 
‘masuk patla salah satu bentuk gratiikasi sebagaimana diuraikan di alas, maka gratifikasi 
tersebut tidak wajib dilaporkan, dan sebaliknya jika pegawal negeripenyelenggara negara 
menerima gratifikasi selain yang tercantum pada “bentuk-bentuk gratifkasi yang tidak wal 
dilaporkan”, maka secara e-contrerio hal tersebut wajib dilaporkan pada KPK. 

  

Akan tetapi, hal yang lebih mendasar yang letap peru diperhatikan adalah meskipun 
penerimaan tersebut masuk pada benluk griifikasi angka 1 sampai dengan angka 12, 
enerima tetap harus memperhatikan 4 (empat) karakteristik umum gratifikasi yang tidak wajit 
diaporkan yang menjadi dasar penguraian lebih jauh. Jika penerima merasa terdapal 
substans! yang meragukan yang tkdak memenuhi salah satu dari 4 (empat) karakteristik 
tersebut, maka gralikas! itu sebaiknya dilaporkan. Hal ini penting untuk melindungi penerima 
gratiikasi sesuai dengan hukum yang bertaku. 
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©. Gratifikasi yang Terkait dengan Kedinasan 
Dalam acara resmi kedinasan atau penugasan yang dilaksanakan oleh pegawal 
negeri/penyelenggara negara, pemberian-pemberian seperti plakat, cinderamata, goody 
bag/gimmick dan fasilitas pelatinan lsinnya merupakan praklik yang dianggan wajar dan tidak 
berseberangan dengan standar elika yang berlaku. Penerimaan tersebut juga dipandang 
dalam konteks hubungan antar lembaga/instansi. Bahkan pola hubungan seperti ity juga 
ditemukan dalam relasi antar Negara, Seringkali dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan 
pegawai negeri/penyelenggara negara saling bertukar cinderamata. 

‘Secara filosofis, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negerilpenyelenggara negara tersebut 
ditujukan atau diparuntukkan kepada lemibaga/instansi, bukan kepada personal yang mewakili 
instansi tersebut. Arinya siapepun yang ditugaskan mewakili instansi tersebut mendopat 
perlakuan yang sama dari lembagalinstansi pemberi. 

  

Dalam praktiinya, kadeng kala menimbulkan kebingungan terkait siapa yang berwenang 
untuk memiliki atau menikmati penerimaan tersebut. Karena pada Kenyataannya pihak yang 
menerima adalah pegawai yang mewakill lembaga/instansi. Sehingga seringkall terjadi 
pegawai ilulah yang menguasai alau bahkan memilki gralifkasi tersebut. Padahal, secara 
prinsip penerimaan lersebut ditujukan terhadap institusi/lembaga penerima, 

  

Kesenjangan antara aspek filosofis dan praktik ilu menimbulkan dilema. Di satu sisi prinsip 
pemberian adalah untuk instansi, namun di sisi lain personal pegawailah yang secara 
nyataffisik menerimanya. Untuk itulah perlu diatur sebuah mekanisme pelaporan, penge’olaan 
dan pemanfsatan gratiikasi yang lerkait kedinasan ini. Karena ruang lingkup penerimaan 
berada pada internal instansilembaga, maka pelaporan gratifkasi jenis ini lebih tepat 
disampaikan pada internal instansi/lemibaga. Dalam hal penerimaan yang terkait kedinasan, 
namun melebihi nilai wajer atau terdapat peraturan intemal yang melarang penerimaen 
tersebut, maka taporan itu diteruskan kepada KPK. 

Penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait dengan kedinasan adalah 
sellap penetimaan yang memilikl Karakleristk umum sebagal berikut: 
4. Diperoieh secara sai dalam pelaksanaan tugas resi. 
2, Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara Kedinasan. Pengertian terbuka di sini 

dapal dimaknal cara pemberian yang lerbuke, yaitu disaksikan atau diberikan di hadapan 
para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diterikan, 

3. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, 
bentuk, persyaralan atau nilai (mengacu pada standar biaya umum), untuk semua 
peserla den memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan; dan, 

    

Conteh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain: 
1. Fasilitas transportasi, akomodasi, vang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima 

oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dar instansi alau tembaga lain berdasarkan 
penunjukan dan penugasan resmi; 

2. Plakat, vandel, goody baggimmick dari panitia seminar, lokakarya, palatinan yang 
diterima oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dari instansi atau lembaga {ain 
berdasarkan penunjukan alau penugasan resmi; 
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3. Hodiah pada waktu kegialan kontes alau kompelisi terbuka yang diselenggarakan oleh 
instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi; 

4, Penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun selera uang. sebagai 
kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsuttan dan 
fungsi serupa lainnya yang diterima oleh pegawai negerifpenyelenggara negara dari 
instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resml 

Mengingat bahwa penerimaan gralifikasi dalam kedinasan dapat terjadi ketika pegawai 
negeri/penyelenggara negara menjatankan penugasan resmi dari temibaga/instansinya, maka 
perlu adanya pengeloiaan dan mekanisme Kontrol dari lembaga/instansi, meisiui kewajiban 
pelaporan setiap penerimaan gratiikasi terkait kedinasan kepada inslansiflembaga yang 
bersangkutan. 

Mekanisme kontrol lersebut tidak hanye untek menempatkan secera proporsional segale 
penerimaan yang secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan instansi, namun 
juga untuk mencegah ‘terjebaknya’ pegawai negeri/penyelenggara negara dalam kondisi 
adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan serta memutus potensi 
lerjadinya praklik korupsi investif dari pihak pemberi kepada pegawai negeriipenyelenggara 
negara. 

Mekanisme yang perlu dibangun adalah prases reviu, negosiasi dan kesepakatan kepada 
lembagafinstansifmitra terkait biaya dan pemberian apa saja yang akan diberikan kepada 
pegawai negerifpenyelenggara negara dalam pelaksanaan lugas atau kerja sama antar 
instansi tersebul. Apaifa lembaga/instensi asal, menilal bahwa pemberian tersebut tidak 
memenuhl karakteristik sebagaimana disampaikan gd} atas, sudan selaysknya 
lembagafinstansi menolak rencana penerimaan tersebut. 

Untuk mendukung upaya kontrol lersebut, perlu didorong adanya pengaturan penerimaan dan 
pemberian terhadap gratifkasi terkait Kedinasan, yang disesualkan dengan 
kondisiiebutuhanvetika yang berlaku instansi. Sebagai sal2h salu upaya kontrol guna 
menghindasi terjadinya korupsi invensif adalah dengan menentukan standar nifai pemberian 
gratifkasi terkait kedinasan yang diberlakukan di masing-masing lembaga/instansi atau 
slandar nilai yang disepakati antara lembagafinstansi, sehingga pemberian tersebut akan 
dipandang sebagai pemberian yang dalam kendisi apapun tidak dianggap atau dimaksudkan 
unluk mempengaruhi cbyektifilas pegawai negeripenyelenggara negara dalem tugasnya 
sebagai wakil fembagafinstansinya. 

    

i, potensi penyalahgunaan gratifikasi terkait kedinasan juga perlu dicermatl. Dalam 
‘falifkxasi tersebut seolah-olah merupakan gratifikasi kedinasan, padahal secara 

substantif dapat diduga sebagai gratifikasi yang dianggap suap atau pelanggaran aturan 
lainnya yang dibungkus dengan formaitas kedinasan. Penerimaan gratifkasi seperti itu 
seringkali berasal dari pihak yang secara aklual maupun nalural memiliki benturan 
kepentingan, seperti hubungan antara pengawas/pemeriksa dengan pihak yang 
diawasi/diperiksa, hubungan antara_pemberi fayanan/periinan dengan penerima 
layanan/perijinan, hubungan antar pihak dalam koordinasi, supervisi dan monitoring program 
dan kegiatan, hubungan antara pemberi kerja dengan pclaksana kerja, dan lain-lain, Praktik- 
praklik penyelubungan seperti ini dapat berbentuk antara lain: 
1. Pemberian honor atau inset fainnya dalam jumlah atau frekuensi tidak wajar. 
2. Pemberian honor dalam kegiatan fiktf. 
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3. Pemberian banluan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang 
tidak bergerak dari pihak lain kepada instansi untuk menarik perhatian alasan, 

4, Pemberian fasilitas hiburaniwisata di dalam rangkaian kegiatan resmi, 

Contoh praktik pemberisn honorarium, insenlif atau penghasitan dalam bentuk apapun 
tersebut misalnya: seorang peyawai negeri/penyelenggara negara «i Kementerian Kehutanan 
yang mendapatkan honorarium secara rutin dari perusahaan yang bergerak atau terkait 
dengan bidang Kehutanan, Hal yang sama dapat terjadi di KIL/OMP lainnya. lsu mendasar dari 
contoh-contch di atas adalah adanya konflk kepentingan antara pihak pemberi dan penerima 
yang ka dihubungkan dengan jumiah, baik secara tunggal atau Kumiuiatif, alaupun frekuensi 
Pemberian dapat dianggap sebagai pemberian yang potensial mempengaruhipenerima 
dalam menjalankan tugas dan jabatannya. 

Terhadap penerimaen seperti di atas sudah sepatulnye instansiflembaga menerapkan prinsip 
kehati-hatian. Sehingga, akan lebih baik jika penerimaan tersebut dihindari atau setidaknya 
dikoordinasikan dengan lembaga terkait yang mempunyai Kewenangan di bidang masing- 
masing. Dalam konteks inl, penyelesaian atas penerimaan dengan modus sebagalmana 
disebutkan di atas dapat ditindaklanjuti dengan metaporkannya kepada KPK, untuk 
selanjutnya akan diproses oleh KPK sesual nature penerimaan, yaitu melalui penetapan 
status gratifikasi oleh Pimpinan KPK maupun rekomendasi pengelolaan di instansi melalui 
mekanisme yang berlaku sesuai ketentuan pengelolaan kekayaan dan aset 
Negara/daerahvinstansi. 
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v. MEKANISME PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 

  

KETERANGAN GAMBAR : 

1 Pegawai negeriipenyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifkasi kepada 
KPI dengan mengisi formutir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak 
tanggal graiiikasi diterima oleh penerima gratifkasi, atau kepada KPK melalui UPG 
sebelum 7 hari kerja lerhitung sejak tanggel gratifkasi dterima, 
Hal tain yang pertu diperhatikan dalam ketengkapan data perlu dicantumkan kontak 
pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor 
komunikasi tain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan 
kelerbalasan waklu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui 
UPG melalui pos, e-mail, atau website KPKipelaporan ontie. 
UPG alau Tim/Satuan Tugas yang citunjuk wajib meneruskan laporan gratifkasi 
kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empal betas) hari kerja sejak laporan gratifikasi 
diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas 
KPK menetapkan status penerimzan gratifikasi dalam jangka wakty 30 {liga puluh) hari 
kerja terhitung sefak laporan gratifkasi diterima oleh KPK secara lengkap. 
KPK melakukan penanganan faporan graliikasi yang mefiputi: (1) veriikasi alas 
kelengkapan laporan gratifkasi; (2) permintaan data dan keterangan kepada pihak 
terkait; (3) analisis atas penerimaan gratifkasi; dan (4) penetapan status Kepemifkan 
gratifkasi 
Dalam hal KPK menetapkan gratifkasi menjadi milk penerima gratifikasi, KPK 
menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifkasi paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja terhitung sejak tanggal diletapkan, yang dapat disampaikan melalui serana 
elaktranik atau non-elektronik. 
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6. Dalam hal KPK menetapkan gralifkasi menjadi milk negara, penerima gratifkasi 
menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling Jambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung 
sejak tanggal ditetapkan. 

7. Penyerahan gratifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dengan cara 
sebagai berikut: 
a. pabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gralifkast menyetorkan 

kepad: 
i. rekening kas negara yang untuk selanjuinya menyampaikan bukti penyetoran 

kepada KPK: atau 
ji, rekening KPK yang untuk setanjutnya KPK akan menyelorkannya ke rekening 

kas negara dan menyampaikan bukti penyeloran kepada penerima gralifkasi; 
b. apabila gratifkas! dalam bentuk barang maka penerima gratifasi menyerahkan 

kepada: 
iL. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor WilayaivPerwakiian 

Direktorat_Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan 
menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK: atau 

ii, KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima 
gratifkasi. 

8. KPK akan menyerahkan plutang tidak tertagih kepada Kementerian Keuangan melalui 
Direktorat Jenderal Kekayaen Negara, 

9. Kementerian Keuangan menerbilkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi 

  

VI. MANFAAT PELAPORAN GRATIFIKASI BAG! PEGAWAI NEGERUPENYELENGGARA 
NEGARA 

Penolskan dan pelaporan gralifkasi memberikan sejumiah manfaal bagi penyelenggara 
Negara: 

A. Petaporan Gratifikas! Melepaskan Ancaman Hukuman terhadap Penerima 
‘Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, ancaman pidana untuk penerimaan gratifikasi 
yang dlanagap suap adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 
tahun dan denda p200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00. Akan tetapi, 
Penerima gratiikasi dapat dibebaskan dari hukuman atau ancaman pidana tersebut jika 
melaporkan penerimaan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. 

Cengan jaminan pembebasan hukuman dengan melaporkan gralifkasi akan memberikan 
rasa aman bagi pegawai negeriipenyelenggara negara dalam melaksanakan tugs dan 
fungsinya. 

B. Pelaporan Gratifikasi Memutus Konflik Kepentingan 
Dengan dilaporkannya penerimaan gratifkasi dalam jangka waklu yang telah diletapkan, 
maka risika terganggunya independensi, objektivitas dan imparsialitas pegawal 
negerpenyelenagara negara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di 
kemudian hari yang mungkin terkait dengan kepentingan pemberi dapat diefiminir. Pada 
Konteks ini, pelaporan gratiikasi ditempatkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya 
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perbualan penyalahgunaan kewenangen sebagaimana yong mungkin dikehendaki oleh pihak 
pemberi gratifikasi. 

  

Dofinisi Konflk Kepentingan disini adalah: sftuasi dimana seorang Pegawai Negeri atau 
Penyolenggara Negara memilki atau diduga memilki Kepentingan pribadi atas seta 
penggunaan wewerang yang diniikinya schingga dapat mempengaruhi kualilas dan kinerja 
yang seharusnya", 

€. Cerminan integritas Individu 
Pelaporan atas penerimaan cratikasi oleh peaawai negerl/penyelenggara negara merupakan 
salah satu indikator tingsat integritas. Semakin tinggi tingkat integritas seorang pegawai 
negertipenyelenggara negara, semakin tinggl tingkat Kehati-hatian dan kesadaran yang 
imiliki oleh pegawai negeripenyelenggara negara, yang diwujudkan dalam bentuk penolakan 
maupun pelaporan gratitikasi yang terpaksa ditenma 

   

D. Selfassessment bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk Melaporkan 
Penerimaan Gratifikasi 

  

Ketika pegawai nogeriipenyolonguara negara menghadapi kondisi adanya _pemberian 
gratifikasi terhadap dirinya, ia dapat mengajukan pertanyaan reflektif sebagai metode untuk 
melakukan self assessment. Pertanyaan-pertsnyaan tersebut diharspkan dapat membantu 
fegawal negeri/penyelenggera negara untuk menentukan apakah gralifikasi lersebul 
merupakan gratiticasi terlarang atau tidak 

Di bawah ini sajumtah conioh pertanyaan reflektif yang dapat diajukan: 
1. Apakah ada aturan atau kode elik yang melarang penerimaan tersebut? 
2. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi 

saat itu? 
3. Apakah publikasi atas penctiman tersebut akan membuat anda merasa malu atau 

apakah pemberian dilakukan secera terbuka atau lertutup (sembunyi-sembunyi)? 
4. Apakah setidaknya palut diduga seseorang memberikan gralifikasi karena pemberi 

barpikir babwa anda memiliki jabatan di sebual instansi, terkail pengambilen kepulusan, 
pelayanan alau parizinan? 

5. Apaiati nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak? 
6. Apakab nilai meral pribadi anda memperbolchkan sebuah gratifikast diterima? 

  

Apabila jawaban dari salah salu dari perlanyaan refiektil di alas adalah "Ya’, maka 
Penerimaan tersebul sobsiknya ditolak, atau jika terpaksa dilerima segera dilaporkan. 

  

Vil SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKAS! 

A. Pembangunan Sistem Pengendalian Gratifikasi 
Tingkat keberhasiian penegakan aturan gratifikxasi tidak terlepas dari peran KLOP. KLOP 
sebagai lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan berintegritas. 
Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat intearitas dari ingkungan 
KLOP adalah terimplementasinya Sistem Pengendalian Gratifikasi, 
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B. Dasar Hukum 
Rujukan aturan yang metandasi KLOP dalam upaya membentuk fingkungan berintegrites 
‘dengan membangun Sistem Pengendalian Gratifxasi adalah: 
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden 

Nomar 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Keglatan Pogawai Negeri Dalam 
Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup: 

2, Peraturan Pemerintah Nomar 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade 
Etk Pegawai Negeri Sipil: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah; 

4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Si 
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milk Negara Nomor: PER-O9/MBU/2012 tentang 

Perubahan Alas Peraluran Menteri Negara Badan Usaha Milk Negara Nomor PER- 
01/MBU2011Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Balk (Good Corporate 
Govemance) Pada Badan Usaha Milk Negara; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 
Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaporan dan Penelapan Status Gratifikasi langgal 9 Desember 2014. 

  

GC. Perangkat Sistem Pengendalian Gratifikasi 
‘Sebagaimana layaknya suatu sistem, yang merupakan integrasi dari perangkat-perangkat 
yang bekerja secara dinamis, maka Sistem Pengendalian Gratifkasi juga memertukan 
‘ukungan perangkat dan kegialan ager dapat berjalan dengan bak. Perangkat dan kegiatan 
‘minimum yang diperlukan adalah: 

4. Aturan etika memberi dan menerima gratifkasi. 
‘Aturan elika memberl dan menerima Gratifikasi dipertukan untuk memberikan landasan 
atau standart perilaku bagi pegawal dl instansi dalam menghadapl praklik penerimaan dan 
pemberian gralifikasi. Dalam aturan ini, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai 
berikut: 
2, Kewajiban menolsk gratifkasi yang dianggap suap; 

Kewajiban petaporan atas penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi; 
Benluk gratifkasi yang wajil dilaporkan; 
‘Bentuk gratitikasi yang tidak wail ditaporkr 
Sikap pegawai negeriinenyelenggara negara apabila menghadapi praktik panerimaan, 
penolekan dan pemberian gralifkasi; 

{. Pengelolaan penerimaan dan pemberian gralifikasi yang terkail kedinasan, 
9. Mekanisme pelaporan penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikas 
h. Tugas dan wewenang pelaksana fungsi pangendalian gralifkasi; 
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i. Perlindungan pelapor gratifixasi. 

‘Aturan tersebut secara ideal dituangkan dalam kepulusan pimpinan instansilembaga, 
dan memilki keberlakuan yang mengikal kepada setiap individu yang berada dalam 
fingkungen instensi/lembaga, termasuk pegawai tidak tetapfhonorer maupun pihak ketiga 
yang mengikat kerja sama atau melaksanakan pekerjaan dengan instansiflembaga. 

  

Pelaksana fungsl pengendalian gratificasi 
Pelaksana fungsi pengendalian graiifikasi ini memilki 
kurangnya sebagai berikut: 

   lugas dan kewenangan sekurang- 

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan dan 
Pemberian gratifkasi dari pegawai negeripenyelenggara negara di lingkungan 
instansi; 

. Menyalurkan leporan penetimaan, penolakan dan pemberian Gratifkasi kepada KPK 
untuk ditakukan analisis dan penetapan status kepemnilikan gratifkasinya clch KPK; 

& Menyampaikan hast pengelolaan laporan gralifkesi dan usulan kebijakan 
pangendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; 

d. Mengkoordinasikan Kegiatan diseminasi aturan etika gratifkasi kepada pihak internal 
an eksternat instansi. 

Bentuk organisasi dari petaksana fungsi ini disesuaikan dengan kebutuhan aktuat instansi 
dalam proses pembangunan Sistem Pengendalian Gratifkasi. Pembentuken unit khusus, 
saluan tugas maupun tim, diperkenankan untuk mengakomnodasi kebuluhan petaksanaan 
fungsi pengendalian gratiikasi. Yang periu diperhatikan di sini adalah personil yang 
ditugaskan untuk melaksanakan fungsi ini, memilki standar integritas, kemampuan telah 
dan analisis untuk memberikan usulan perbaikan sistem pengendalian gratifkasi di 
fingkungen instansinya. 

  

Untuk melaksanakan lugesaya, saluan pelaksana fungsi ini perlu dilengkapi dengan 
kewenangan formil dari pimpinan instansi antara lain: 
@ Surat Keputusan Pembentukan dan Susunan Organisasi Pelaksana Fungsi 

Pengendalian Gratifikasi. 
b. Surat Keputusen terkeit Tata Kesja Pelaksana Fungsi Pengendaiian Gralifikasi. 

Dalam Konteks pengelolaan laporan penerimaan, penolakan dan pemberian gralifkasi, 
fokus pelaksanaan fungsi tersebut citiikberatkan pada pengelolaan laporan gratiikasi 
yang terkait kedinasan. Sedangkan untuk penerimaan tain diluar gratiikasi yang terkalt 
ikedinasan, tebin dikedepankan pelaksanaan fungsi administratif sebagai penghubung 
anlara pegawai negeri/penyelenggara negara dengan KPK dalam kenteks penyaturan 
laporan gratiikasi. 

Dengan memandang filosofi dari gralifkasi terkait kedinasan, maka penentuan 
pemanfaatan dari gralifkasi yang diterima oleh instansi berada dalam fingkup 
kewenangan instensi. Dalam penentuan pemanfaaten gratiikesi yang diterima oleh 
instansi tersebut, perlu disusun krleria yang menitikberalkan pada tujuan: 
@. Memutus benturan kepentingan, pilh kasih (favoritisme) maupun korupsi invonsif 

antara individu pegawai negerlipenyelenggara negara yang secara fisik menerima 
gralifixasi lerkalt kedinasan dengan pihak pemberi. 
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4, Petaksansan disemina 

b. Mengedepankan pemenfaatan atas gralifikasi terkait kedinasan yang dilerima untuk 
kepentingan instansi, seperti menjadi aset instansi (dicatatkan sesuai ketentuan yang 
beriaku) atau disumbangkan kepada lembaga sosial; 

6, Membangun patsepsi positif dan kepercayaan masyarakat bahwa penerimaan yang 
terjadi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai negeri/penyelenggara 
negara dan dak menempaikan pegawai negeri/penyelenggara negara sebagai pihak 
yang tersandera dengan kepentingan si pemberi 

3. Komitmen Pimpinan 
Komitmen pimpinan KLOP yang diwujudkan dengan contoh nyata pelaporan graliikasi, 
pengalokasian anggaran, sumber daya manusia, kewenangan kepada unit pengendalian 
gratifikasi serla penegakan reward end punishment alas aluran elika memberi dan 
menerima gratifkasi, merupakan syarat utama agar aturan gratifkasi dapat lebih 
terimplementasi secara berkesinambungan. Kolaborasi dari perangkat dan komitmen 
pimpinan, dinarapkan dapat mengoplimalkan implementasi aturan gratifkasi sehingga 
Pengelolaannya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para pegawai. instansi 
dan pemangku kepentingan yang tain. 

  

luran elika gralifikasi 
Diseminasi atas aluran etika gratifkasi sangat diperlukan untuk menjamin standar 
pemahaman yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan. Diseminasi ini akan berjalan 
lebih efekti apabila dliakukan setelah perangkat sebagaimana disampaikan di alas telah 
tersedia. 

  

5, Monitor dan evaluasi alas pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifkasi 
Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifkasi yang 
dibangun tetap dapat menjawab Kondisi aktual yang ada, diperlukan kegialan monitor dan 
evaliasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut. Monitor dan evaluasi atas, 
prosedur penerimaan dan pengelolaan faporan gratifitasi, pemutakhiran aturan dan 
kebijakan lerkait etika gratifkasi serta metode dan larget pelaksanaan diseminasi, 
merupakan obyek yang periu ditakukan. 

  

D. Manfaat Sistem Pengendalian Gratifikast! 
Pembangunan sistem pengendalian gratifikasi di KLOP tidak hanya dipandang sebagai wujud 
pemenuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, namun juga dtharapkan dapat 
memberikan compettive value bagi KLOP itu sendiri. Dengan adanya sistem pengendalian 
gralifkasi di KLOP, akan semakin mendorong terbentuknya pegawai-pegawai yang 
berintegritas yang diwujudkan dengan kesadaran untuk menolak menerima gratinkasi dalam 
pemberian iayanan kepada masyarakat serta selalu melaporkan penerimaan gratifkasi yang 
terpaksa diterimanya, Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kesadaran aturan gratfikasi 
di fingkungannya, akan berdampak pada terbentuknya citra positif KLOP di mata masyarakat, 
kareria masyarakat akan menikmali langsung layanan yang terbebas dari suap, pemerasan, 
gratifikasi maupun uang pelicin. 

Manfaat bagi KLOP tidak hanya berhenli sampai i situ. Pengadministrasian dan pengolahan 
data pelaporan gralifkasi, dapal digunakan oleh KLOP sebagai dasar untuk menentukan arah 
Kebijakan dan strategi pengendalian gratifixasi di lingkungannya. Baik untuk menentukan 
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perlu Udaknya penyempurnaan aturan elika yang ada, strategi penenivan obyek dan metods 
diseminasi aluran etika kepada pihak intemal maupun ekstemal yang terkait, sampai sebagai 
dasar untuk menentukan sanksi administratf bagi pihak intemal maupun ekstemal yang 
{erbukli melanggar. Sebagai contoh penentuan sanksi bagi pihak ekslernal adalah dengan 
dimasukkannya pinak ekstemat yang seringkali memberi gratiikasi, ke dalam negative list, 
sehingga pihak tersebut tidak menjadi prioritas dalam melakukan pekesjaan ataupun bekerja 
sama dengan KLOP. Leth jauh fagi, selain sebagai pagar bagi KLOP untuk tidak menerima 
gratifkasi, keberadaan sistem pengendafan gratiftasi juga dapat dimanfaatkan sebagai 
pagar bagi KLOP untuk menolak setiap permintaan yang tidak sah dari pihak eksteral 
kepada seliap individu di dalam KLOP. 

E. Mustras] Management Tools 
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, data penerimaan dan penolekan gratifikasi 
yang dilakukan oleh PegawaiPejabat dalam KLOP menjadi informasi penting yang dapat 
digunakan oleh KLOP sebagai dasar pengambilan kepulusan pimpinan (management (00's). 
Berikut ini contoh ilustrasi penggunaan data penerimaan gralifkasi sebagai alat manajemen 
dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian: 
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Vill. PEJABAT PUBLIK DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status 
Gratifkasi selain mengatur kewajban pegawai negeri dan penyelenggara Negara juga 
memasukan unsur Pejabat Publik sebagai subjek hukum yang diharapkan berperan dalam 
menjalankan sislem pengendalian gralifkasi. 

Pada Pasai 1 angka 7, Pejabat Publik didefinisikan meliputi: 
a. setiap orang yang menjalankan jabatan legistatif, yudikatf atau eksekulif yang 

<ditunjuk atau cipitin secara telap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar, 
b. setiap orang yang menjalankan fungsi publik dan menduduki jabalan tertentu pada 

suatu badan publik atau perusahaan publik atau suatu korporasi yang melakukan 
pelayanan publk: atau 

c. setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang- 
vundangan yang berlaku. 

‘Landasan diaturnya definisi dan ruang lingkup Pejabat Publik pada Peraturan KPK didasarkan 
pada ketentuan dalam United Nation Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC, 2003) 
yang telah diratifkasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesshan 
United Nation Convention Against Corruption. 2003 (Konvensi Perserikatan Sangsa-Bangsa 
Anti Korupsi, 2003). Semangat terpenting periunya pejabat publik diangkau dalam konsep 
pengendalian gratifikasi berangkat dari kesadaran bahwa subjek hukum penerima gratifika 
saat ini bukan hanya pegawai negeri dan penyelenggara negara, malainkan dapat juna orang- 
orang yang secara formil tidak termasuk kualifkasi pegawai negeri atau penyslenggara 
negara akan letapi menjalankan fungsi publik, baik di sebuah badan publik ataupun korpora: 
yang melakukan pelayanan publk. Hal ini pertu diatur karena perbuatan dari orang yang 
‘menjaiankan fungsi publk akan berakibat pada publik alau masyerakat yang dilayaninya. 
‘Mempertimbangkan akibat buruk gratifkasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas 
penerima gratfikast, terutama jika dllihat dari aspek objektiftas dan pengaruh dari adanya 
vested interest pada penerima, maka sudah sepatutnya pejabat publik juga diatur sebagai 
subjek hukum terkalt pengendalian gratifikasi ini 

    

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, defenisi petayanan 
publik adalah: ‘kegiatan atau rangkalan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
Polayanan sesual dengan peraturan perundang-undangan bagi sotlap warga negara dan 
penduduk ates bereng, jes2, denfatau peleyanan administrati’ yeng disedlaken oleh 
‘enyelenggara pelayenan publi”. Fungsi pelayanan publik ini lidak hanya dilakukan oieh 
Pemenntah ataupun lembaga-lembaga negara, namun juga dijaiankan oleh korporasi. 
lembaga indapendan ataupun badan hukum lainnya yang dibentuk semala-mata untuk 
pelayanan publik. Lembaga tersebut dapat bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, 
lransportasi, perairan dan sejenisnya. 

‘Seperti dlungkapkan di alas, Konsep inti dari pejabal publik ini setain mencakup pada orang- 
orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintshan juga melipuli orang yang menjatankan 
fungsi publik dan menduduki jabatan tertentu pada badan publik. Contoh-contah badan publik 
tersebut diantaranya badan hukum yang mendapatkan bantuan dari keuangan 
negara/keuangan daerah, partai politk, organisasi keagamaan seperti Majels Ulama 
Indonesia (MUI) dan lainnya. 
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Terkail dengan penerapan sisiem pengendalian gralitkasi, Feraluran KPK 02/2014 ini diatur 
pada Pasal 15, yaitu: 

(1) tnstansi Pejebet Publk selzin Penyelenggers Negara dan Pegawai Negeri dapat 
membentuk Unit Pengendali Gratiixasi di ingkungan kerja masing-masing, 

(2) Unit Pengendali Gratiikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bekerja dengan 
berpedoman pada Peraturan ini 

    

‘Mencermati ketentuan Pasal 15 di atas, untk memaksimatkan upaya pencegahan tindak 
pidana korupsi, khususnya aspek pengendalian gratifkasi, instansi Pejabat Publik dapat 
membenluk Unit Pengendali Gralifiasi yang juga dikuti dengan pengaturan lebih lanjut di 
lingkungan instansi Pejabat Publik tersebut 

       

  

IX, PERAN MASYARAKAT DAN KORPORAS! DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI 

ALD 

  

Masyarakat dan Korporasi 
Peran serla dan pattisipasi masyarakat dan Korporasi sangat penting dalam proses 
pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Gratifkasi. Masyarakat yang 
dimaksud dalam Konteks ci sini secata umum adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal & 
dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas KKN, Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK, 
dan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan 
Pemiberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPK. 

  

B. Dofinisi Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 
Korporasi yang dimaksud mengacu kepada definisi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayal (1) UU Nomar 31 Tahun 1999, yaitu "kumpularr orang din atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan fukum maupun bukan badan hukun". Sebingga dapat 
dikatakan bahwa Korporasi mencakup: (1) Pe:seroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam 
UU Nomor 49 Tahun 2007, (2) Yayasan scbagaimana dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 
2001 dan perubahan-perubahannya, (3) Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam UU Nomer 17 Tahun 2013, (4) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam UU Nemor 
2 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya, dan (5) bentuk-bentuk Korporasi lainnya 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

    

G. Surat Edaran KPK kepada Sektor Swasta 
KPK telah mengirimkan surat himbauan dengan Nomor: 8-33/01-1301/2074 tertanggal 
7 Januari 2014 perihal Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 
‘Surat tersebut dikirimkan kepada Kelua KADIN Indonesia, para Ketua Asosiasi/Gabungan 
Himpunan yang tergabung dalam KADIN Indonesia, dan pimpinan sektor swasta dan 
korporasi. Tujuan himbauan tersebut adalah untuk memperkuat pencegahan tindak pidana 
xorupsi dan untuk meningkaikan kesadaran mengenal suap, gralitikasi, pemerasan atau wang 
peiicin kepada xorporasi yang bersitat mencari Keuntungan (profit). SuDstansi surat tersebur 
pada intinya adalah agar korporasi tidak memberi atau membiatkan terjadinya pemberian 
gratifkasi, suap, atau wang pelicin kepada pegawai negeriipenyelenggara negara dan agar 
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korporasi membentuk jingkungan yang bersih dengan meningkalkan inlegritas, pengawasan 
dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. 

D. Bentuk Nyata Peran Masyarakat 
1. Menolak permintaan gratifikasi dari pegawai negeri/penyelenggara negara 

alam proses pelayanan publi dan perizinan sering kali terdapat pegawai 
negerilpenyelenggara negara yang meminta sejumiah vang atau fasilitas tertentu. 
Perminlaan tersebut dapat disertai alau tidak disertai ancaman terselubung untuk 
‘mempersulit proses menggunakan sarana birokrasi yang ada. Perbuatan yang dilakukan 
pegawal negeriipenyelenggara negara tersebut sesungguhnya adalah perbuatan pidana 
Pemerasan seperti yang diatur dl Pasal 12¢ Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, 

  

Dalam kondis! tersebut masyarakat perlu memahami terlebin dahulu bahwa secara prinsip 
Pegawal neger/penyelenggara negara merupakan pelayan publik yang mengurusi 
kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Prinsip ini ditegaskan mulai dari konstitusi 
yakni prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut kemudian 
diturunkan pada lembaga-Jembaga Negara dan pegawai-pegawai yang metakukan kerja, 
penyelenggaraan Negara, mulai tingkat pusat hingga daerah yang paling bawah. 
Selanjutnya, masyarakat perlu mengetahui berapa biaya yang sah secara hukum yang 
harus dibayar untuk sebuah pelayanan. Hal ini memang secara seimbang juga harus 
menjadi kewajiban institusi pegawai negeripenyelenggara negara untuk mengumumkan, 
sedemikian rupa proses dan biaya datam sebuah pelayanan yang harus cibayar 
masyarakal. 

  

Pengetahuan dan pemahaman tersebut diherapkan dapat membuat masyarakat semakin 
vyakin menolak sotiap permintaan gratifkasi ataupun pemerasan yang dilakukan pegawai 
negerlipenyelenggara negara dalam memberikan pelayanan pubik dan perizinan. Dalam 
hal masin terdapat paksaan, masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan hal tersebut 
ke lembaga penegak hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. 

  

2. Tidak memberikan gratifkasi 
Budaya atau Kebiasaan yang pertu dibangun dan dilembagakan di masyarakat adalah 
budaya atau eblasaan menolak © memberikan gratifikas! kepada pegawai 
negerfpanyolenggata negara. Diperiukan kampanye yang masit dan berkelanjutan 
dengan pesan lama bahwa dengan tidak (menolak) member! kepada pegawai 
negeriipenyelenagara negara adalah wojud peran serta Konkret masyarakat dalam 
pemberantasan Korupsi khususnya gratifikxasi, suap, atau uang peli 

  

Menolak memberikan gratifkasi adalah langkah terpuji dan menghargai martabat pegawai 
negeri/penyelenggara negata serta bukan berarti anggota masyarakat tersebut bersikap 
polit atau bahkan berkekurangan secara materi. Contch partisipas! sedethana adalah 
menolak untuk memberikan gratifkasi daiam bentuk barang, vang, atau bentuk lainnya 
kepada guru sekolah pada saat mengambil faporan (raport) anak walaupun orang tuaNvall 
murid lain menganggap praklk lersebut sesualu yang wajar. Orang wa/wall murid yang 
tbaik adalah yang menghargai martabat seorang guru dengan tidak merendahkannya 
molalui pemberian gratfikasi 
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3% + 

Hal konkret fainnya yang perlu dilakukan adalah dengan tidak merasionalisasi pemberian 
gralifikasi dengan mencadangkan sejumish dana dalam pembukuan organisasi. Hal yang 
cukup lazim misainya adalah pembentukan biaya pemasarar/promosi, biaya jamuan 
{entertaintment), blaya konsultasl, blaya overhead, dan biaya-blaya Iainnya yang 
disamarkan dalam berbagai modus kegiatan. 
Bentuk Nyata Peran Sektor Swasta/Korporasi 
Menyusun standar etika untuk intemal & sektoral, 
Dalam rangka membangun lingkungan korporasi yang bersih dan selalu menjunjung tinggi 
etika beserta rilai-nilainya, adanya standar etik berupa kode etik (code of ethic) danvatau 
kede perilaku (code of conduct) adalah prasyarat mullak (conditio sine qua non). 
Mengingat Korporasi adalah kumpulan orsng-orang yang memiliki pandangan, pendapat, 
pemahaman, ataupun keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan lstar belakang 
budaya, tingkungan, ataupun kepercayaan, keberadaan kode etik darvatau kode perilaku 
di internal korporasi tersebut akan lebih memudahkan orang-orang yang berada dalam 
suaty Korporasi untuk membedakan apa yang baik atau yang tidak baik, yang patut atau 
tidak patut, dan bahkan yang etis atau tidak etis berdasarkan standar etika yang sudah 
disepaketi dan cilelapkan. Praklik pemberian alaupun permintaan gralifikasi, suap, atau 
uang pelicin dapat dimasukken dalam Kode elik dan/atau kode perilaku dengan 
menguraikannya secara jelas sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam praktik 
seharishari, 

  

Selain kode etik danfatau kode perilaku di intemal Korporasi, adanya kode etik dan/atau 
kode periiaku yang bersifat sektoral menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi 
pedoman bagi berbagai karporasi yang mempunyai sifat yang mirip atau sejenis sehingga 
antara korporasi tersebut akan saling menguatkan dalam menjalankan praktik bisnis atau 
non-bisnis yang sehat dan beretika. Untuk korporasi yang berusaha untuk mendapatkan 
profit dan tergabung dalam asosiasi, saat ini sudah cukup lazim adanya kode etik yang 
bersifat sektoral, beberapa diantaranya adalah: Kode Elk Asosiasi Konsullan Non 
Konstruksi Indonesia, Kode Etik Asosiasi Perusahaan Pemboran Migas, Kode Etik 
Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, Koda Etik Asosiasi Tenaga Teknik indonesia, 
ddan masih banyak lagi yang lainnya, 

KPX terus mendorong agar seliap korporasi dan asosiasinya menyusun dan menjaiankan 
kode etik damatau Kode perilaku sebagai panduan dan standar elik bagi setiap 
anggotanya dalam melaksanakan seliap aktivilas atau usahanya dalam koridor dan 
‘semangat good gavernance dan integritas. 

  

Membentuk Unit Pengendalian Gralifkasi. 
Adanya berbagai aturan di internal korporasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak 
‘ertulls (konvensi), termasuk kode etik danvatau kode perilaku, akan semakin efektif dalam 
hal impiementasi dan manfaatnya dengan adanya suatu unit pengendali gralifkasi (UPG). 
UPG tidak dipahami secara kaku berupa suatu unit khusus yang harus ada dalam struktur 
‘organisasi karena UPG dimaknai secara fungsional yang mana fungsinya melekat dalam 
fungsi pengawasan dan pemhinaan. 

Korporasi dapat memperkuat Satuan Pengawas Intemal (SPI), Compliance Unit, 
Inspektoral, atau bagian lainnya yang memiliki fungsi pengawasan atau pembangunan 
lata keola yang bersih untuk metaksanakan tugas-lugas pengendalian gralifikasi. Apabila 
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ada pertimbangan lain, Korporasi dapat juga membenluk unit Khusus unluk melaksanakan 
lugas-tugas UPG. 

Tugas-tugas minimal UPG yang dimaksud antara lain: 
a. melakukan sosialisasi pengendalian gralifikasi 
b. melakuken koordinas! dengan unit alu bagian terkait implementasi den efckt 

pengendalian gratifikas!, 

  

tas 

  

¢. melakuken identifkasikajian atas titik rewan atau polensi gratifkasi, 
@. mengusulkan Kebijakan pengelolaan, pembentukan jingkungan anti gratifkasi dan 

pencegahan korupsi di ingkungan instansi, dan 
©. menerima laporan gratifkasi dari pihak intemal dan mengkoordinasikannya dengan 

KPK. 

._ Melaporkan upaya permintaan yang dinadapi swasia. 
Dalam beberapa kesempatan terungkep bahwa pihek swastalkorporesi relatif lebih dapat 
mongendatikan prakilk penerimaan gratifkasi terhadap pegawai atau pejabatnys. Yang 
menjadi tantangan adalah menghadepi upaya-upaya pemmintaan yang dilakukan 
khususnya oleh pecawai negeriipenyelenggara negara bak secara individual ataupun 
kelompok, misaloya dalam hal pengurusan perizinan atau pemenuhan persyaratan 
administrasi, Timbul ditema efk antara memenuhi permintaan tersebut dengan harapan 
proses birokrasi atau: administrasi menjadi lebih cepat atau tidak terhambat atau tidak 
memenuhi gerniintaan dengan risiko menghadapi prosedur berbeiit yang megakibatkan 
hilangnya peluang atau kesempatan bisnis atau peluangikesempatan beralin kepada 
pesaing yang bersedia memenuhi permintaan. Sudzh menjadi seperti rahasia unum, 
bahwa beberapa badan usaha telah meneadangkan suatu dana sebagai “uang pelicin’, 
“overhead”, “entertainment, dan bahkan yang bersifat off-book untuk memenuhi berbagai 
permintzan yang sudah diprediksi atau bahkan untuk tujuan menyuap. 

   
    

    

Korporasi dan asosiasinya harus berpartisipasi secara aktif dan konkret terhadap praktik- 

praktik permintaan secara tidak sah yang dilskukan oleh pegawal negeriipenyslenggara 
negara dengan melaporkannya kepada aperat penegak hukum, termesuk KPK. Praklk 
terceta dan melanggar hukum tersebut harus secara cerdk dan tegas dilawan karena 
selain meryebabkan ekonomi biaya tinggi juga mendorong pembeniukan kultur yang 
orupiifterhadap oknum pegawai negeri/penyelenggara negara tersebut 

  

Mantaat Bagi Masyarakat 
Layanan yang bebas pungutan, 
Kampanye integritas yang terus-menerus dan disertai dengan keteladanan yang sungguh- 
sungguh oleh para stakeholder secara perlahan tapi pasti akan membangun budaya baru 
yang bersin, bermartabat, dan mali menerima atau memberi gratifikasi. Misalnya di 
negara Inggris lerinternalisest dengan sebulen “police in my heart’. Seliap slakehatder, 
khususnya yang memberikan pelayanan publik secara sadar menganggap bahwa 
pemberian layanan tersebut adalah sudah menjadi tugasnya dan adalah suatu kesalahan 
apabila menuntut pemberian alau menolerir pemberian dari masyarakat yang dilayani. 
Dampak langsung dan konkret adalah oelayanan menjadi tansparan den masyarakat 
dibebaskan dari berbagai sungutan tidak resmi dengan segala istilahnya, 
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2. Harga komoditas tebih lerjangkau. 
Dampak nyata sebagai ikutan dari pelayanan yang transparan dan bebas pungutan tidak 
Tesmi adalah turunnya harga barang atau jasa karena terus dipangkasnya ekonomi biaya 
tinggi (high cos! economy) yang dikapitalisasi ke daiam komponen biaya barangjasa. 
Harga barangijasa yang semakin kompetitit akan meningkatkan daya saing sehingga 
barangljasa yang diproduksi oleh pengusaha lokaldomestik dapat berkompetisi dengan 
barangfjasa yang diproduksi pihak asing. Masyarakat juga menikmati hal tersebut dengan 
meningkatnya daya beli uang yang dimiliki sehingga lebih banyak kebutuhan yang dapat 
dipenuhi dan bahkan sebagian bisa diabung aiau bahkan dlinvesiasikan kepada hal yang 
lebih produkt 

G. Manfaat Swasta/Korporasi 
1. Menurunkan biaya operasionel. 

Berdasarkan peniitian LPEM Ul Tahun 2003, pengeluaran perusahaan unluk biaya 
“tambahan atau pungutan liar’ telah mencapai 11 persen dari biaya produksi (Sumber 
RPJMN). Hasil penaltian Lembaga Pengkajian, Paneliian, dan Pengembangan Ekonomi 
(LP3E) Kadin Indonesia pada Tahun 2013 menunjukkan beserya biaya siluman 
mencapai 20%-30% dari total ongkos produksi. Dari data tersebut terfihat adanya 
peningkatan biaya operasional tidak resmi atau “biaya siluman” yang (rennya terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Untuk tingkat Asia Tenggara (ASEAN), hasi! peneiitian 
LPSE menunjukkan bahwa biaya transaksi perizinan untuk memulal usaha di Indonesia 
lebih tinggi dibanding negara tetangga. Biaya transaks! perizinan untuk memulal usaha dl 
Indonesia mencapai 17,9 persen dari pendapatan per kapita. Angka Ini febih Unggi darl 
‘Malaysia, 16.4 persen, dan Thailand yang hanya 6:2 persen. 

Diterapkannya sister pengendalian gratitkasi, suap, dan uang pelicin secara masif dan 
berkelanjutan diyakini dapat menekan dan menurunkan biaya cperasional tidak resmi 
(bigya siluman) tersebut secara perlahen dan konsisten. Pengusaha bahkan dapat 
menikmati manfaat lambahan karena dapat mengalokasikan dana-dana tidak resmi 
tersebut untuk meningkatkan gaji tenaga kerjanya secara layak dan manusiawi sehingga 
hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja dapat menuju arah yang semal 
produiktif dan saling memuliakan, 

  

2. Meningkatkan kepercayaan investorimitra/kansumen. 
Dimplementasikannya praktit bisnis yang bersih dan beretika secara transparan dan 
konsisten dlyakini akan meningkatkan kepercayaan oleh para stakeholder kunci: investor, 
mitra, konsumen, pemerintah, oll, Investor dalam anatisisnya meyakini bamva hasil 
investasinya adalah hasil terbaik yang diberikan perusahaan. Mitra usaha mempunya 
alasan yang Kuat untuk terus meningkatkan kerja samanya Karena perusahaan 
memberikan harga terbaik karena beroperasi secara efisien. Konsumen menjadi loyal 
kerena mendapalkan berangijasa yang berkualilas dengan harga yang kompetii 
Pemerintah, misalnya aparat pajak, mendapatkan basis data yang jelas dan transparen 
atas perhitungan pajak yang harus diterima ke kas negara. 

3. Meminimalisasi potensi kecurangan (fraud). 
Terbangunnya sistem dan tala kelola yang bersih yang berlandaskan transparans|, 
akuntabilitas, profesionalisme, dan keadilan (faimess) dengan berbagal perangkatnya, 
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lermasuk sistem pengendalian gralifkasi, secara empitis akan mempersempit dan 
‘meminimalisir teriadinya kecurangan (fraud). Sistem pengendalian gratikasi akan efektif 
untuk meminimalisir terjadinya polensi kenfik kepentingan (conflict of interest) karena 
antar individu atau pihak tidak dibebani dengan panih atau owuh pakewuh akibat 
Pemberlan-pemberian di masa leks. 

X. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR GRATIFIKASI 

Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan pertindungan secara hukum. Menurut 
Pasal 15 UU XPK, KPK wajib memberikan periindungan terhadap Saksi atau Pelapor yang 
telah menyampaikan laporan atau memberikan kelerangan mengenai terjadinya tindak pidana 
korupsi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
‘Seksi dan Korban, Lembage Perlindungan Saksi Korban {LPSK) mempunyai tanggung jawab 
untuk memberikan pertindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, Dalam konteks ini, 
Pelapor gralifkasi dapat akan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi tentang adanya 
ugaan tindak pidana korupsi. 

  

Misainya, ketue dan anggota tim di sebuah instansi diduga menerima gratifikxasi terkalt 
polaksansan tugasnya, akan telapi, hanya satu crang pelapor yang menyampaikan laporan 
gralfkasi. Dengan laporan tersebul, secara lidak langsung dapal membuka informasi lerkail 
dugaan penerimaan gratfikasi yang diterima oleh pegawai negeriipenyelenggara negara 
lainnya, dan dugaan tindak pidana korupsi lainnya. Kondisi inilah yang selanjutnya dapat 
memosisikan pelaper sekaligus sebagai whistleblower yang berpotensi mendapatkan 
ancaman dari pibak Jainnya. 

  

Pelapor grattfikasi yang menghadapi potensi ancaman, baik yang bersifat fisik ataupun psikis, 
termasuk ancaman ‘ertiadap katir pelapor dapat mengajukan permintaan perlindungan 
kepada KPK atau LPSK. Instansi/Lembaga Pemorintah disarankan untuk menyediakan 
mekanisme perfindungan khususnya anceman tethadap Karr atau aspek administrasi 
kepegawaian ‘ainnya, Bentuk pertindungan tersebut dapat diatur dalam peraturan internat, 

    

XL. PENUTUP 

Pedoman Pengendalian Gratifkasi ini sebagai implementasi dai Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan 
Sialus Gratifkasi. Dengan adanya pedoman ini dinarapkan dapat memperjelas kensep sistem 
pengendalian gralifikasi, jenis dan contoh gratifkasi dalam praktik, prosas pelaporan 
gralifikasi yang dianggap suap pada KPK, graiiikasi yang terkail kedinasan seria maniaat 
yang didapatkan intansi, korporasi dan masyarakat. Dan, sebagai tindak lanjut dari UNCAC, 
2003 yang telah diratifiasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 maka di Pedaman ini juga diatur 
defenisi Pejabat Publik dan ruang bagi Institusi Pejabat Publik untuk menerapken Sistem 
Pengendallan Gratfikast, 

  

  

Gleh Karena itu, Pedoman Pengendalian Gratifikas! dapat digunakan oleh berbagal pihak 
yang terkait termasuk institusi atau lembaga Negara, dan insttusi Pejabat Publik untuk 
manyusun peraturan lebih teknis tentang pengendalian gratifikasi i fingkungen 
intansifembaga masing-masing. 
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CATATAN AKHIR 

  

  'Keputusan Presiden Homor 10 tahun 1974 sebageimena diubah dengan Kepulusan Presiden Nomor 47 tahun 
11982 tentang Beberapa Porvbatasan Keglatan Pagawal Negeri dalam Rangke Pendayagunaan Aperatur Negzra 
ddan Kesederhanaan Hidup 

Pascal? 
Pegawal Negen, Anggota ABRI dan Penjabat ditarang menerims hadiah atau pemberian loin 
sserupa ity dalam bentuk apapun kecuali dari suai, teri, anak, cucu, orang Wa, nenek otou 
kakek dalam kesempatankesempaten terlentu, seperti vlang tahun, tahun baru, feberan, natel 
ddan peristiwa-peristiva iain yang sorupa kecuali apabila adat belum memungkinkan, 

Pasal 8 
Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadlah atau pemberian Iain-laln 
serupa itu dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga dalam kesempatan-kesempatan lain di 
Juar yang tersebut dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini apabila ia mengetahui atau patut dapat 
menduga, bahwa pihak yang memberi mempunyai makeud yang betsanglar-oaut atau mungkin 
bbersangtut-paut langsung dn tidak langsung dengan jabotannya atau pekeriaannya. 

  

  

* Sombutan Pemerintah atas Persetujvan Rancangan Undang-Undang Republik indonesia tentang Perubshan 
‘atas UU Ho, 21 tahun 1899 tentang Pemberaatasan Tindok Pidana Korupsi dalam Aapat Paripurna Terbuka DPR- 
Bi tanggal 23 Gkeober 2003 

" Wewancara pada tangga) 21 Agustus 2024 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyskerta 
™ Wawancara pada tangga! 26 Agustus 2014 di Kampus Fakultas ilukum Universitas Brawljaya, Malang 
* Wawancara pada tanggal 12 Desember 2014 di Jakarta. 

vi Terdopat sejumiah Putusan Pengacilan dalam kasus Korupsi yang memberikan tafsiratas sub-unsur menerima 
‘tersebut, yaits 

1. Putusan Pengadilan dengan terdakwa Nazaruddin. 

  

« perbuatan menerima suatu hadiah berupa benda, dinyatakan selesaijika nyata-nyata ben it telah 
diterima cleh yang menerima balk langsung maupun melalui orang lan, dengan cemikian diperiukan 
syarat telah baralih kekuasaan atas benda tersebut pada orang yang menerima. (Putusan No. 
69/Pid.B/TPK/2011/PN.IKT.PST halaman 477) 

    

2. Putusan Pengadilan dengan terdakwa Dudhie Makowun Murad dalam kasus pemberian suap terkait 
‘pemilikan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swara Gukom. 

_-pengertian unsur menefima hadish atau jan ear menerima sesuatu barang yang berupa uang 
sedang janji mengandung pergertian adanya tawaran sesuatu yang diajuken dan akan dipenublaleh si 
pemberi tawaran. (Putusan No. 04/Pid.8/TPK/2O1O/PN kt PST halaman 150} 

3. Putusan Pengaditan dengan terdakwa Wa Ode Nurhayatl 
Seleseinya perbuatan menerima adalah jka terdapat suatu perbuatan menerima dati suata pernberian 
dirmana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan 
penyelenggara Negara yang menerima. (Putusan No. 30/Pid.B/TPK/2012/PN.lkt Pst hataman 431) 

* putusan Pengadilan yang menjadi rujukan penafsiran atac pengertian Pegawal Negeri dalam Pasal 92 KUNP: 
4. Amest Hoge Raad tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan 25 Oktober 1915, NI 195 halaman 1205 W.9861 

secara umum menjelaskan sebagai beriat: 

Pegawal negeri jalah orang yang dlangkat oleh kekuasaan umum dalom suatu pekerjaan yong bersifot 
‘umum, untuk melokranakan sebegian dari tugas negara atau dor elot-alat periengkoponnye. Pegawei 
regeri bukan hanya oreng yang pada pekenjaannye oleh undong-undong telah dlkaitkon dengan 

‘pangkat sesearang pegawel negert 
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2. Arrest Hope Road tertanggal 18 Oktober 1949, NI 1950.No. 177 
‘Searana yang mengadakon perfantian Kerja depat merspaken searang pegawal negert seperti yong 
dimoksud dolam Pasal 709 KUHP, korene ketentuaa ini menyatakan dapat dipidananya tindakan- 
tindakan yang meaghambet lancamnya pekeriaen dart alat-alat negara, waloupun pecjaniion tersebut 
tidak dibuat secaro tert. 
  3. Arrost Hoge Raad tertanggat 2 November 2925, 81 1825 halaman 1254, W. 22471 
Waleueun sebuah perusahaan gas dapat djalankan aleh seorang swasta, tetap! perusohaon tersebut 
tetap teemacuk dolam rumah tongga pemerintah daeraly dan tugas untuk menjatankan parusahaan ity 
tetop termosuk dalom tugosnyo yong bersifor hukumn publi Untuk maksud tersebut kekuasnan umaum 
itu dopat menerimo orang-orang untuk bekerja berdaserkan peqjanjion kerja menurut hukuen perdata. 
‘Duektur dari suctu pabrik gas yong dhangkct alch Berson, don yang perintah peruntahnyu telah diatur 
‘eh Dewan dan menurut Dewon dapat meiakukan tindakae-tindakan untuk pernerintah daerah dengan 
ihak-pihak ketiga, ia mempunyal pekerjaon yang bersifat vmum. ia mempunyai tugas untuk 
‘meloksonokan sebogian tugas yang bersfor hukuen publit dari pemerintah daerah. 

4, Putusan Mankarah Agung tanggal 8 Oktober 1953 Lelah membenarkan perluasan defenisi Pegawai 
‘Negeri dengan menyatakan 
Seocang Anggota OPR menurat mokna Pasa! 92 KUHP adelah seovang Pegawai Negen, yang dapat 
diewntut korena melakukon kejohotan seperti yang dinaksud dalam Posol 418 dan Pasal 419 KUHP 

. Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/kr/1962 tanggal 2 Desember 1962 dengan terdakwa R, Moctomo 
Notowidigdo, Bircktur Percetakan Ri. Yogyakarta 

Posal 92 KUHP tidak memberi penafsiran mengenoi siopokah yang harus diangoap sebagal pegawei 
regeri, tetopi memperluas arti pegawal negeri sedangkan menurut pendopat Mahkomah Agung yang 
‘merypakon pegawai negeri ioloh setigp orang yong diongkat olen Penguosa yang dlbeboni dengan 
jabatan Umum uocuk meloksanakan sebagion dari tugas Negara atau bagian-baaiannya. Terdokwa 
diangkot oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, 

“ putusan Pengadiian Tindak Pidana Korups Namor: 34/Pid.8/TPK/2011/PNIKT.PST dan Putusan Mahkamah 
‘Agung Nomor: 1540 K/PID SUS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dengan terdakwa Dhana Widyatmika 

x Purusan Pengadilnn Tindak Pidana Kerupsi pads Pengadilan Negeri Jakarta Pusat amor 
414/Pid.8/TPK/2011/EN,kt.Pe tanggal 3 Maret 2012; Putusan Pengacitan Tindak Pidana Karups pada Pengaditon 
Tinggi lakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/0T-DKi tanggal 71 luni 2012; dan dikwatkan pada Putusan Mahkamah 
‘Agung. Nomor 5? </Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 7013 dengan terdakwa Gayus Hatomaan Partahanan 
Tambunen 

* ibid, hal 239, 

vii Menurut Dr. Actijo Alkostar, SH. dart segi flosofs, sifat melawan hukum materiel dapat dilhat: a), secara 
lontologis, artinya dilihat dari hakekat ADA-nya atau keberadaan perbuatan yang bersifot korup ity tidak 
sikehendaki oleh masyarakat, dan b), secara aksiologs,artiny2 dithat dari seg mill, perbuatan korupst it tidak 
‘cacok dengan nila kesustiaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat; 
R. Wiyono mengungikapkan dalam kepustakaan hukum pldana, terdapat dua fungsi dari ajaran sifat melawan 
buku materi ait 

3. Ajaran sifat melawan hukum mater! dalam fungsi yang posit, yaitu suatu perbustan meskipun oleh 
pereturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapt fka menuret 
ppenifaian masyarakot perbuaten tersobut bersifat_melawan hukum, maka perbuatan tersebut 
‘merupakan gerbuatan yang bersifat melawan hukum; dan, 
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